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ABSTRAK

Nama : Wulan Rizkarina
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak atas Tanah yang

Berada Dalam Sita Jaminan Pengadilan Negeri (Analisa Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 278 PK/PDT/2010)

Sita jaminan adalah tindakan menempatkan obyek sengketa ke dalam penguasaan
pengadilan. Hal ini guna menjaga agar gugatan penggugat tidak menjadi kabur
dan sia-sia. Sita jaminan harus dinyatakan sah dan berharga agar dapat mengikat
dengan sempurna. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 278
PK/PDT/2010 menganalisa mengenai jual beli tanah sita jaminan yang belum
dinyatakan sah dan berharga dari Tuan Hengkie Soediono kepada PT.
Excelcomindo Pratama, Tbk. Tesis ini membahas kekuatan sita jaminan yang
belum dinyatakan sah dan berharga, keabsahan jual belinya, serta penerapan
putusan tersebut terhadap hukum yang berlaku. Tesis ini menggunakan penelitian
kualitatif dengan analisa preskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar pembeli
lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli, kantor pertanahan lebih teliti dalam
menerbitkan sertipikat dan majelis hakim lebih seksama dalam memeriksa
perkara.

Kata kunci:
Jual beli, sita jaminan, PPAT, kantor pertanahan, pendaftaran tanah.
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ABSTRACT

Name : Wulan Rizkarina
Courses : Master of Notary
Title : Judicial Review on the Transfer of Land That is Put Under the

Collateral Forclosure (Analysis of the Supreme Court Decision
Number 278 PK/PDT/2010)

Collateral forclosure is a legal action to put the object of dispute under the court
custody. It is meant to maintain the plaintiff’s lawsuit from being vain and vague.
A collateral forclosure should be declared valid and valuable in order to bind
legally and properly. The Supreme Court Decision Number 278 PK/PDT/2010
analyze about the transfer of collateral forclosure that has not been declared as
valid and valuable, based on sales and purchase from Mr. Hengkie Soediono to
PT. Excelcomindo Pratama. This thesis analyze about the power of collateral
forclosure that has not been declared as valid and valuable, the validity of sales
and purchase of the transfer and how the court decision complies with the
regulation. This thesis is based on a qualitative research with a prescriptive
design. The results suggest that buyer should be a more cautious, the land office
should be more thorough in publisihing a land sertificate, and judges should be
more accurate in reviewing a legal case.

Keyword :
Sales and purchase, collateral forclosure, the land deed officer, land registration.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Bahwa pengertian tanah menurut hukum adalah permukaan bumi,

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Tanah

dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya

alam utama yang menjadi kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif

manusia, baik sebagai wadahnya maupun sebagai faktor produksi.1 Seiring

dengan bertambahnya penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan akan

tanah. Meningkatnya kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu menyebabkan

harga tanah menjadi semakin tinggi. Hal ini menunjukkan akan pentingnya tanah

bagi masyarakat dalam pembangunan suatu negara.

Tanah merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif

manusia, baik sebagai wadahnya maupun sebagai faktor produksi. Oleh karena itu

jelaslah bahwa pencatatan yang sistematis dari tanah dan hak atas tanah

merupakan hal yang sangat penting baik bagi administrasi negara maupun bagi

perencanaan dan pengembangan penggunaan tanah itu sendiri, serta bagi

kepastian hukum dalam peralihan, pemindahan atau pembebanan hak atas tanah.

Hal ini terutama tampak jelas di negara-negara yang sedang berkembang di mana

pertumbuhan penduduk yang pesat telah menimbulkan distorsi yang semakin

besar, sehingga terjadilah urbanisasi yang deras yang mengakibatkan

pertumbuhan yang tak terkendalikan di perkotaan dan di bidang hukum

1 Boedi Harsono (a), Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional : Perkembangan
Pemikiran & Hasilnya Sampai Menjelang Kelahiran UUPA tanggal 24 September 1997, Cet. ke-
3, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2007), hal. 3;
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pertanahan yang ternyata tidak diikuti dengan pembuatan catatan yang teliti

mengenai transaksi dengan obyek berupa tanah yang berakibat ketidakpastian

hukum. Pendaftaran tanah yang baik adalah sangat menguntungkan bagi

masyarakat. Keuntungan dari terlaksananya pendaftaran tanah yang baik adalah

antara lain:2

1. Memberikan rasa aman kepada pemegang hak atas tanah karena adanya

kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya, yang pada gilirannya akan

memberikan rasa kemantapan dalam usahanya dan dapat meningkatkan

produktivitas dalam pemanfaatan tanah tersebut;

2. Berkurangnya sengketa atas tanah sehingga terdapat penghematan dalam

biaya dan waktu bagi perseorangan dari aspek mikro maupun bagi negara

dari aspek makro;

3. Mudah, murah dan kepastian atas suatu transaksi mengenai tanah. Peralihan

hak perorangan atas tanah yang tidak terdaftar seringkali mengakibatkan

biaya yang mahal dan menimbulkan ketidakpastian hukum;

4. Meningkatkan investasi dengan menjadikan tanah sebagai jaminan guna

memperoleh kredit jangka panjang. Pada umumnya lembaga perbankan

menuntut adanya hak yang sah atas suatu kaminan sebelum kredit diberikan;

5. Hasil pendaftaran tanah yang berupa data-data yuridis dan data-data fisik

selain memberikan kepastian hukum, juga dapat digunakan sebagai

instrumen untuk penetapan dan pengenaan pajak tanah.

Adapun salah satu cara untuk mendapatkan tanah adalah dengan melakukan

peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Dalam perjanjian jual beli terdapat dua

pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam jual beli tersebut terjadi hubungan hukum

yang timbal balik antara penjual dan pembeli, dimana terhadap masing-masing

pihak memiliki hak dan kewajiban. Penjual berhak atas pembayaran harga dari

obyek yang diperjualbelikan dan berkewajiban untuk menyerahkan kebendaan

kepada pembeli. Pembeli berhak atas penyerahan kebendaan tersebut dan

berkewajiban untuk membayar seharga yang telah diperjanjikan dan telah

disepakati sebelumnya. Hal demikian adalah sesuai dengan pengertian Jual Beli

2 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya : Arkola
Offset, 2003), Cet. Ke-1, hal. 27
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terdapat dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi

sebagaimana berikut:3

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Perjanjian jual beli adalah merupakan perjanjian mengenai suatu kebendaan.

Bahwa menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam hal suatu hubungan

hukum mengenai suatu benda, dalam KUHPerdata tidak memperbedakan hak

terhadap benda (zakelijk recht) dari pada hak terhadap orang (persoonlijk recht),

dimana meskipun suatu perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu

tetap merupakan hubungan hukum antara orang dan orang. Artinya bahwa dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang suatu perjanjian sebagai

hubungan hukum di mana seseorang, berdasarkan suatu janji, berwajib untuk

melakukan sesuatu hal, dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan kewajiban

tersebut.4

Jual beli menurut hukum perdata adalah merupakan suatu perjanjian

konsensuil, dengan demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata maka jual beli lahir sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat dan

berlaku sebagai undang-undang pagi para pihak) seketika itu juga pada saat

tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli.5 Kata sepakat itu adalah

mencakup mengenai unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli tersebut, yakni

sepakat akan barang yang diperjualbelikan dan harga pembayaran dari barang

tersebut. Perjanjian jual sudah terjadi walaupun barang belum diserahkan dan

harga belum dibayarkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1458

KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta :
Pradnya Paramita, 2004), hal. 36;

4 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Cet. ke-9, (Bandung : CV Mandar
Maju, 2011), hal. 7;

5 Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
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“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika
setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut
dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun
harganya belum dibayar.”

Selanjutnya dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdata, jual beli harus

ditindaklanjuti dengan penyerahan. Bahwa hak milik atas barang yang dijual

belum berpindah kepada pembeli selama penyerahan belum dilakukan oleh

penjual. Oleh karenanya penyerahan memiliki arti yang sangat penting dalam

suatu jual beli.

Pengertian jual beli dari Hukum Barat dan Hukum Tanah Nasional memiliki

keterkaitan sendiri, dimana adanya suatu penyerahan yang bertujuan untuk

memindahkan hak milik atas barang/benda dari penjual kepada pembeli.6 Bahwa

jual beli tanah di Indonesia diatur lebih spesifik lagi, berbeda dengan jual beli

pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut

sebagai UUPA) menyebutkan bahwa:

“Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah”.

Sehingga segala perbuatan hukum jual beli sepanjang menyangkut

mengenai hak atas tanah, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yakni

Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksana dibawahnya. Undang-

Undang Pokok Agraria menganut konsepsi dan asas-asas dari Hukum Adat

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UUPA. Dengan demikian pengertian jual

beli tanah menurut Hukum Tanah Nasional yang diatur dalam UUPA adalah

pengertian jual beli yang dianut oleh Hukum Adat. Pengertian jual beli tanah

menurut Hukum Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang

6 John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Cet. ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika,
1987), hal. 30-31;
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sifatnya tunai, riil dan terang.7 Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan

pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat terang berarti

perbuatan hukum penyerahan hak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata belum terjadi jual beli,

perbuatan jual beli ini harus dilakukan penandatanganan suatu akta di hadapan

pejabat yang berwenang.

Jual beli yang dilakukan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai PPAT) yang bertugas membuat aktanya.

Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan PPAT

maka dipenuhi syarat terang. Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan

secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang dilakukan. Akta otentik

yang ditandatangani para pihak di hadapan PPAT, membuktikan telah terjadi

pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran

harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau

riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan. Dengan

demikian dengan adanya akta jual beli tersebut adalah sebagai alat bukti telah

terjadinya perbuatan hukum pemindahan hak untuk selamanya dengan dilakukan

pembayaran harganya.8

Keharusan akan dibuatnya akta jual beli di hadapan seorang PPAT

ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai PP No. 24 Tahun 1997)

yang menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan

rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui

lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh

PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Maka dengan demikian pemindahan hak yang dilakukan dapat

didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh seorang

Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) yang berwenang

7 Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet. ke-1, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2007), hal. 76;

8 Ibid, hal.
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di daerah dimana tanah itu berada atau sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.9

Dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah, para pihak yang

berkepentingan dalam melakukan perbuatan hukum wajib untuk hadir di hadapan

PPAT yang berwenang. Penghadap wajib membubuhkan tanda tangannya pada

akta pengalihan hak tersebut, yakni dalam hal ini adalah akta jual beli. Dalam hal

peralihan hak mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau Hak Milik atas

Satuan Rumah Susun maka kemudian PPAT mempunyai kewajiban untuk

menyampaikan dokumen-dokumen kepada Kantor Pertanahan setempat letak

tanah tersebut berada. Kantor Pertanahan juga mempunyai kewajiban untuk

memeriksa lokasi tanah tersebut apakah terdaftar atas nama pihak lain atau sedang

dijaminkan atau berada dalam sitaan pengadilan.

Pasal 198 ayat (1) HIR menyatakan bahwa terhadap penyitaan barang tidak

bergerak berupa tanah dan bangunan dilakukan oleh panitera pengadilan, maka

pengadilan akan mengeluarkan terlebih dahulu berita acara sita atas barang tidak

tetap untuk diumumkan kepada masyarakat umum. Selanjutnya Pasal 199 HIR

menyatakan bahwa terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan tanah

itu diumumkan maka pihak yang tersita tidak dapat lagi mengalihkan,

membebankan dengan Hak Tanggungan maupun menyewakan barang sitaan

tersebut kepada pihak ketiga. Segala perjanjian yang dibuat bertentangan dengan

larangan tersebut, tidak dapat dipakai untuk melawan atau mencegah tindakan

penyitaan oleh Panitera Pengadilan. Apabila ternyata tanah tersebut sedang berada

dalam suatu sita jaminan, maka kantor pertanahan tidak boleh menerbitkan

sertipikat atas sebidang tanah dimaksud maupun mencatat peralihan hak dari

pemilik lama kepada pembeli yang baru terhadap hak atas tanah tersebut. Dalam

penetapan sita jaminan masih seringkali pihak-pihak yang bersengketa dapat

mengalihkan tanah yang berada dalam sita jaminan.

9 Boedi Harsono (b), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, ed. Rev., Cet. ke-10, (Jakarta : Djambatan, 2005),
hal. 506;

Tinjauan yuridis..., Wulan Rizkarina, Magister Kenotariatan, 2012



7

Universitas Indonesia

Dalam hal perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia dengan Nomor Register 278 PK/PDT/2010 adalah merupakan sengketa

jual beli tanah yang berada dalam sita jaminan Pengadilan Negeri. Bahwa telah

terjadi perbuatan hukum jual beli atas 2 (dua) bidang tanah antara PT.

Excelcomindo Pratama Tbk dengan Tuan Hengkie Soediono pada tanggal 17

September 2002. Adapun obyek jual beli tersebut adalah tanah yang telah

bersertipikat dengan alas Hak Guna Bangunan yakni Sertipikat Hak Guna

Bangunan Nomor B. 117/Gowongan, Gambar Situasi Nomor 775/1996 dan

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 125/Gowongan, Gambar Situasi Nomor

776/1996, beserta bangunan dan menara yang terletak di atasnya, yang setempat

dikenal sebagai Jalan P. Mangkubumi Nomor 20 dan Nomor 22, Yogyakarta.

Bahwa peralihan hak atas kedua tanah tersebut dilakukan dengan pembuatan

Akta Jual Beli, dimana SHGB No. B 117/Gowongan dilakukan berdasarkan Akta

Jual Beli Nomor 67 dan pemindahan hak atas SHGB No. B 125/Gowongan

dilakukan dengan Akta Jual Beli Nomor 68, kedua akta mana dibuat oleh

Muchammad Agus Hanafi, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

di Yogyakarta, tertanggal 17 September 2002. Bahwa dengan akta jual beli

tersebut yang dibuat di hadapan seorang PPAT maka atas kedua hak atas tanah

dapat dilakukan pendaftaran tanah yang merupakan pemeliharaan data karena

adanya perubahan subyek dari penjual kepada pembeli. Maka berdasarkan kedua

akta jual beli tersebut dilakukan pendaftaran atas peralihan hak ke Kantor

Pertanahan, sehingga atas kedua sertipikat tersebut telah tercantum nama PT.

Excelcomindo Pratama, Tbk selaku pemilik yang baru.

Namun kemudian terbit Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal

8 Januari 2007 Nomor 02/Pdt.Eks.Del/2006/ PN.YK juncto Nomor

49/Eks/2006/PN.Jkt.Ut. juncto No. 38/Pdt.G/ 1994/PN.Jkt.Ut atas obyek tanah

tersebut. Dalam penetapan tersebut menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah

tersebut adalah tengah berada dalam sita jaminan (conservatoir beslag) dalam

perkara No. 38/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Ut dan akan dilakukan eksekusi terhadap

tanah-tanah tersebut. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, PT. Excelcomindo

Pratama, Tbk mengajukan perlawanan (dardenverzet) atas rencana pelaksanaan

eksekusi tanah tersebut.
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Bahwa dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas

mengenai pengalihan hak atas tanah yang berada dalam sita jaminan (conservatoir

beslag) dan menuangkan dalam tesis dengan judul : Analisa Yuridis terhadap

Pengalihan Hak atas Tanah Yang Berada Dalam Sita Jaminan Pengadilan

Negeri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1917/K/PDT/2008).

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis

merumuskan 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini,

yaitu:

1.2.1 Bagaimana kekuatan sita jaminan atas tanah yang belum dinyatakan sebagai

“Sah dan Berharga” oleh Pengadilan?

1.2.2 Bagaimana keabsahan jual beli dan kedudukan PT. Excelcomindo Pratama,

Tbk sebagai pihak pembeli hak atas tanah yang berada dalam sita jaminan

oleh Pengadilan Negeri?

1.2.3 Apakah putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 278 PK/PDT/2010 sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis

merumuskan 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini,

yaitu:

1.3.1 Mengetahui bagaimana keabsahan jual jual beli atas tanah yang berada

dalam sita jaminan Pengadilan Negeri namun belum dinyatakan sebagai

“Sah dan Berharga”.

1.3.2 Mengetahui bagaimana kedudukan PT. Excelcomindo Pratama, Tbk sebagai

pihak pembeli hak atas tanah yang sedang berada dalam sita jaminan oleh

Pengadilan Negeri.
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1.3.3 Mengetahui apakah putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 278 PK/PDT/2010 sudah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

1.4 Metode Penelitian

Pengertian penelitian ilmiah adalah suatu usaha untuk menganalisa suatu

permasalahan dengan melakukan konstruksi secara metodologis, sistematis dan

konsisten.10 Dimana setiap penelitian ilmiah idealnya harus didahului dengan usul

penelitian atau “research proposal” yaitu suatu pernyataan singkat perihal

masalah yang akan diteliti.11 Berdasarkan hal tersebut penulis menyusun tesis

mengenai analisa keberlakuan sah atau tidaknya jual beli atas sebidang hak atas

tanah yang berada di bawah sita jaminan. Pada penulisan penelitian ini penulis

menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap norma

hukum tertulis untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan

penerapan hukumnya terhadap jual beli barang sita. Tipologi penelitian yang

digunakan adalah bersifat preskriptif yakni memberikan solusi atas permasalahan.

Dalam tesis ini penulis menganalisa kasus yakni Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 278 PK/PDT/2010 mengenai perkara

antara PT. Excelcomindo Pratama, Tbk melawan Johanes Irwanto Putro dkk.

Adapun maksud dari penulis menganalisa kasus tersebut adalah untuk melihat

bagaimana pelaksanaan pengaturan mengenai jual beli hak atas tanah yang berada

dalam sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap praktek yang ada. Penulis

mempergunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi

dokumen yang terkait dengan topik permasalahan penelitian hukum ini. Alat

pengumpulan data adalah dengan melakukan metode studi kepustakaan mengenai

permasalahan tersebut.

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah

terdiri dari:12

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 3.

11 Ibid., hal.17.

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat. ed.1, cet.3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13.
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a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat. Meliputi

berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum dari zaman

penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Terutama yurisprudensi

yakni putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap;

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi: buku, makalah,

artikel, jurnal, dan hasil penelitian mengenai jual beli barang sita;

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi

kamus dan ensiklopedia.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif

yaitu analisis data dengan pemaknaan sendiri oleh penulis terhadap data yang

diperoleh sehubungan dengan penelitian hukum ini. Maka didapat hasil penelitian

berbentuk analitis-preskriptif.

1.5 Sistimatika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Bab ini merupakan bagian pendahuluan penulisan, yaitu terdiri

dari latar belakang, ruang lingkup permasalahan, metode

penelitian dan sistematika penulisan;

Bab II : Bab ini berisi pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti

berdasarkan pada teori-teori yang diperoleh penulis pada saat

melakukan penelitian bagaimana penerapan hukum dan

kedudukan pembeli atas tanah yang berada dalam sita jaminan

Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia

dan peranan Kantor Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta

Tanah dalam pencatatan peralihan hak;
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Bab III : Bab ini memberikan kesimpulan dari bab sebelumnya dan juga

saran dari hasil kesimpulan.

Tinjauan yuridis..., Wulan Rizkarina, Magister Kenotariatan, 2012
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BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENDAFTARAN TANAH, JUAL BELI

TANAH DAN SITA JAMINAN

A. LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah

2.1.1 Pengertian Pendaftaran Tanah

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai PP No. 24 Tahun 1997) menyebutkan

pengertian pendaftaran tanah adalah :

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan dan
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan
data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah
dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai
surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya
dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.”

Menurut Prof. Boedi Harsono, S.H., menyatakan bahwa penyelenggaraan

pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas Negara yang

dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.13 Prof. Boedi Harsono

13 Boedi Harsono (b), Op. cit., hal. 72;
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selanjutnya memberikan pengertian dari definisi pendaftaran tanah yang diberikan

oleh Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1997 yakni :14

1. Kata-kata “terus-menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatannya,

yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul

dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan

perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan

keadaan yang terakhir.

2. Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan

peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan

merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan

pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang

menyelenggarakan pendaftaran tanah. Data yang dihimpun pada dasarnya

meliputi 2 bidang yaitu :

a. Data Fisik : yakni segala data mengenai tanahnya meliputi lokasi,

batas-batas, luas bangunan dan tanaman yang berada diatas tanah

tersebut;

b. Data Yuridis : yakni segala data mengenai hak atas tanahnya meliputi

jenis hak atas tanah, pemegang hak atas tanah, ada/tidak hak dari

pihak ketiga;

3. Kata- kata “tanah-tanah tertentu” menunjuk kepada obyek pendaftaran

tanah. Ada kemungkinan, bahwa yang didaftar hanya sebagian tanah yang

dipunyai dengan hak yang ditunjuk. Dalam PP No. 10 Tahun 1961 yang

semula ditunjuk untuk didaftar adalah hak milik, hak guna usaha dan hak

guna bangunan, tetapi kemudian diperluas mengenai juga hak pakai yang

diberikan oleh Negara, hak pengelolaan, wakaf dan hak milik atas satuan

rumah susun.

4. Urutan kegiatan pendaftaran tanah adalah “pengumpulan” datanya,

“pengolahan”, “penyimpanannya” dan kemudian “penyajiannya”. Bentuk

14 Ibid., hal 72-73;
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penyimpanannya bisa berupa tulisan, gambar/peta dan angka-angka di atas

kertas, mikro film, atau dengan menggunakan bantuan komputer. Dalam

pengertian “penyajiannya” termasuk penerbitan dokumen informasi kepada

pihak yang memintanya, berdasarkan data yang dihimpun. Berdasarkan data

yang dihimpun maka diterbitkan surat tanda buktinya.

Bahwa Bachtiar Effendie, S.H., memberi pengertian mengenai pendaftaran

tanah adalah sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah secara

terus menerus dalam rangka pemeliharaan data-data sehubungan dengan hak-hak

atas tanah menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan pendaftaran

hak atas tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak

yang bersangkutan dan dilaksanakan secara terus menerus setiap ada peralihan

hak atas tanah untuk pemeliharaan data guna mendapatkan sertipikat sebagai

tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat.15

Bahwa kegiatan pendaftaran tanah pertama kali disebutkan dalam Pasal 19

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (untuk

selanjutnya disebut sebagai UUPA) yang sebagai berikut:16

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, penetapan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

15 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet.
ke-2, (Bandung : Alumni, 1993), hal. 15;

16 Indonesia [a], Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU
No. 5 Tahun 1960, LN Nomor 104 Tahun 1960, TLN Nomor 2043, Pasal 19;
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3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan

pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa

rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Bahwa sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 ayat (1) UUPA maka perlu

diatur lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Peraturan pelaksana yang pertama kali mengatur mengenai pendaftaran tanah

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

(selanjutnya disebut sebagai PP No. 10 Tahun 1961), kemudian telah dicabut

sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah pada tanggal 8 Juli 1997. Bahwa selanjutnya dirasakan perlu

untuk mengatur lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah maka diundangkan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 (untuk

selanjutnya disebut sebagai PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997) yang mengatur

lebih teknis mengenai pendaftaran tanah.

Bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah

untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data yang tersedia. Pendaftaran

tanah untuk pertama kali adalah kegiatan yang dilakukan terhadap obyek

pendaftaran tanah yang belum didaftarkan.17 Dalam kegiatan pendaftaran tanah

untuk pertama kalinya meliputi tiga bidang kegiatan yakni bidang fisik, bidang

yuridis dan penerbitan dokumen tanda bukti hak. Kegiatan di bidang fisik

mengenai tanahnya meliputi kegiatan pengukuran dan pembuatan petanya

terhadap bidang tanah tersebut, kemudian dari data-data fisik tersebut dilakukan

pembuktian untuk mendapatkan data yuridisnya dengan menganalisa dokumen-

dokumen dan alat bukti lainnya, sehingga pada akhirnya dapat diterbitkan surat

17 Indonesia [a], Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Pasal 1 angka 9;
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tanda bukti haknya berupa sertipikat hak atas tanah. Pendaftaran tanah untuk

pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan

pendaftaran tanah secara sporadik. Adapun perbedaan keduanya adalah sebagai

berikut:18

1. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah

suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik ini

diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan prakarsa Pemerintah

berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta

dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Badan

Pertanahan Nasional.

2. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau

massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan

pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran

tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran

tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran,

daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-

perubahan yang terjadi setelah tanah itu didaftarkan untuk pertama kali.19 Dimana

Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pemeliharaan data

pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data

yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Kemudian dalam ayat (2)

disebutkan bahwa pemegang hak yang bersangkutan adalah pihak yang wajib

18 Boedi Harsono (b), Op. cit., hal. 474-475;

19 Indonesia [a] Peraturan Pemerintah, Op. cit., Pasal 1 angka 12;
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mendaftarkan perubahan kepada Kantor Pertanahan. Perubahan-perubahan yang

terjadi meliputi perubahan data fisik dan data yuridis:20

1. Perubahan data fisik terjadi jika luas tanahnya berubah, yaitu jika terjadi

pemisahan atau pemecahan bidang tanah yang bersangkutan menjadi

satuan-satuan baru. Atau penggabungan bidang-bdang tanah yang

berbatasan menjadi satu satuan persil. Perubahan tersebut diikuti dengan

pencatatan pada peta pendaftaran dan pembuatan surat atau surat-surat ukur

baru;

2. Perubahan data yuridis bisa mengenai haknya, yaitu karena beralihnya,

dibebaninya, berubahnya nama pemegang hak atas tanah yang telah

didaftar, berakhir jangka waktunya, dibatalkan, dicabut atau hapusnya.

Perubahan juga bisa mengenai pemegang haknya, yaitu jika terjadi warisan,

pemindahan hak atau penggantian nama.

Bahwa menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah menyatakan obyek-obyek pendaftaran tanah adalah sebagai

berikut:

1. Hak Milik (Pasal 20 ayat (1) UUPA)

Bahwa Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang

dapat dipunyai orang atas tanah. Dimana Hak milik dapat beralih dan

dialihkan kepada pihak lain. Hak Milik hanya dapat dipunyai oleh Warga

Negara Indonesia perorangan, namun badan hukum yang ditetapkan oleh

Pemerintah dapat juga memegang Hak Milik.21

2. Hak Guna Usaha (Pasal 28 ayat (1) UUPA)

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau

peternakan. Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling

sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih

20 Boedi Harsono (b), Op. cit., hal. 79;

21 Badan-Badan Hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963;
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harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang

baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Pemberian Hak Guna Usaha

sampai dengan 200 hektar diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi, sedangkan untuk diatas 200 hektar diberikan

oleh Kepla Badan Pertanahan Nasional/Menteri Negara Agraria. Bahwa

Hak Guna Usaha dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia perorangan

dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang

berkedudukan di Indonesia. Dimana Hak Guna Usaha diberikan untuk

waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, kemudian untuk perusahaan

yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha

untuk waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. Atas permintaan

pemegang hak, jangka waktu Hak Guna Usaha dapat diperpanjang dengan

waktu yang paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

3. Hak Guna Bangunan (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA)

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Atas permintaan pemegang hak

dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya,

jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20

(dua puluh) tahun. Pihak yang dapat memiliki Hak Guna Bangunan adalah

Warga Negara Indonesia perorangan serta Badan Hukum yang didirikan

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemberian Hak

Guna Bangunan dengan luas tertentu diberikan oleh:22

- Untuk luas sampai dengan luas 2.000 m2 dilakukan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;

- Untuk luas mulai dari 2.000 m2 hingga 15.000 m2 dilakukan oleh

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;

22 Badan Pertanahan Nasional [a], Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun
1997, ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1997, Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 13;
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- Untuk luas di atas 15.000 m2 dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional/Menteri Negara Agraria;

- Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dilakukan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

4. Hak Pakai (Pasal 41 ayat (1) UUPA)

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa

atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan

dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan pada UUPA. Hak pakai dapat

diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya

dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; dan dengan cuma-cuma,

dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Bahwa yang dapat

mempunyai Hak Pakai adalah :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Orang Asing (Warga Negara Asing) yang berkedudukan di Indonesia;

c. Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia;

d. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

5. Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan adalah hak atas tanah yang dikuasai negara dan hanya

dapat diberikan kepada badan hukum atau pemerintah daerah baik

dipergunakan untuk usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak

ketiga.23 Jika tanah negara selain dipergunakan untuk kepentingan-

kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat

diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan

23 Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hal.
65-66;
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tersebut di atas dikonversi menjadi hak pengelolaan, berlangsung selama

tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan instansi yang bersangkutan.24

6. Tanah Wakaf

Tanah Wakaf adalah tanah Hak Milik yang diberikan kepada badan-badan

keagamaan dan sosial. Tanah Wakaf tersebut diakui dan dilindungi,

sepanjang tanah tersebut dipergunakan untuk usaha dalam bidang

keagamaan dan sosial. Badan-badan tersebut dijamin oleh Negara akan

memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang

keagamaan dan sosial. Adapun sifat tanah wakaf ini adalah tidak dapat

diperjualbelikan karena peruntukkannya adalah untuk tujuan non-ekonomis,

dalam hal ini yakni bidang keagamaan dan sosial.

7. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Hak Milik Satuan Rumah Susun adalah hak milik atas satuan rumah susun

yang bersifat perorangan dan terpisah. Selain pemilikan atas Satuan Rumah

Susun, Hak Milik Satuan Rumah Susun yang bersangkutan juga meliputi

hak pemilikan bersama atas apa yang disebut bagian bersama, tanah

bersama, dan benda bersama, dimana semuanya merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan pemilikan Satuan Rumah Susun

bersangkutan.25

8. Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)

Bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas

tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk

24 Badan Pertanahan Nasional [b], Peraturan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1965 yang Mengatur tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas
Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya. PMNA/Ka.BPN No. 9 Tahun 1965, ditetapkan
pada tanggal 6 Desember 1965, Pasal 2;

25 Indonesia [b], Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, UU No. 16
Tahun 1985, LN No. 75 Tahun 1985, TLN No. 3318, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3);
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pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.26 Dimana obyek

Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

Hak Pakai, dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

9. Tanah Negara

Bahwa Tanah Negara adalah Tanah-tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak

apapun baik yang dimiliki secara perorangan maupun oleh badan hukum.

Terhadap Tanah Negara ini dapat dimohonkan hak baru oleh pihak-pihak

yang memerlukannya. Bahwa menurut penjelasan Pasal 9 PP No. 24 Tahun

1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah yang obyeknya bidang tanah

yang berstatus Tanah Negara dilakukan dengan mencatatnya dalam daftar

tanah dan tidak diterbitkan sertipikat.

2.1.2 Fungsi Pendaftaran Tanah

Tujuan dari pendaftaran tanah yang diuraikan oleh Pasal 19 ayat (1) UUPA

kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1997 adalah sebagai

berikut:27

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. Untuk menyelenggarakan tertib administrasi.

Bahwa kegiatan pendaftaran tanah tersebut perlu diadakan untuk menjamin

kepastian hukum, dimana kegiatan tersebut meliputi:28

26 Indonesia [c], Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, UU No.
4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632, Pasal 1 angka (1);

27 Indonesia [a] Peraturan Pemerintah, Op cit., Pasal 3;
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1. Pengukuran, Pemetaan dan Pembukuan Tanah

Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah menghasilkan peta-peta

pendaftaran dan surat ukur. Dari peta pendaftaran dan surat ukur dapat

diperoleh kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah-tanah yang

bersangkutan.

2. Pendaftaran Hak-Hak atas Tanah dan Peralihan Hak-Hak Tersebut

Termasuk dalam kegiatan ini adalah pendaftaran atau pencatatan dari hak-

hak lain (baik hak-hak atas tanah maupun hak jaminan). Selain mengenai

status dari tanahnya, pendaftaran ini memberikan keterangan tentang subyek

dari haknya, siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan.

3. Pemberian Surat-Surat Tanda Bukti Hak

Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA, pemberian surat-surat tanda bukti hak itu

sebagai alat pembuktian yang kuat. Adapun kepastian hukum dimaksud

adalah meliputi:

a. Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang

hak atas tanah tersebut. Dan kepastian yang berkenaan dengan siapakah

pemegang hak atas tanah itu disebut dengan kepastian mengenai subyek

atas tanah.

b. Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar

tanah. Kepastian yang seperti itu disebut dengan kepastian mengenai

obyek hak atas tanah. Oleh karena itu baik data yang mengenai subyek

ataupun obyek hak atas tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan itu

untuk memudahkan siapapun yang ingin melihat data-data tersebut,

apakah itu calon pembeli ataukan pemerintah dalam rangka

memperlancar setiap peralihan hak atas tanah atau dalam rangka

pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah.

28 Indonesia [a], Op. cit., Pasal 19;
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Pendaftaran tanah mempunyai tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum

bagi semua orang atas tanahnya dan kepastian hak bagi pemegang hak atas tanah,

di samping itu fungsi pendaftaran tanah dapat dilihat dari berbagai peristiwa

hukumnya seperti: 29

1. Dalam pemberian hak baru dalam Surat Keputusan Pemberian Hak,

pendaftaran tanah berfungsi untuk memperkuat pembuktian dan sebagai

syarat konstitutif lahirnya hak atas tanah;

2. Dalam hal kewarisan maka pendaftaran tanah berfungsi untuk memperkuat

pembuktian;

3. Dalam jual-beli, tukar-menukar, dan hibah maka pendaftaran tanah

berfungsi untuk memperkuat pembuktian dan memperluas pembuktian;

4. Dalam peristiwa hapusnya hak atas tanah dan hapusnya hak tanggungan

fungsi pendaftaran tanah adalah sebagai upaya tertib administrasi bukan

untuk menentukan hapusnya hak atas tanah atau hak tanggungan tersebut.

5. Dalam pembebanan hak atas tanah, pendaftaran tanah berfungsi sebagai

syarat penentuan bagi sahnya kelahiran hak yang dibebankan dan untuk

memperkuat pembuktian/syarat publikasi bagi pihak ketiga.

Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa pendaftaran tanah

diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum dimana kegiatan pendaftaran

tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan

pemerintah.30 Dapat ditarik kesimpulan dengan adanya pendaftaran tanah tersebut

dewasa ini sehubungan dimana permintaan masyarakat akan tanah semakin

meningkat, maka jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang

pertanahan ini sangat penting karena orang tidak mau membeli tanah begitu saja

tanpa mengetahui bagaimana status kepemilikan tanah, luas, dan batas tanah

tersebut; yakni data fisik dan data yuridis.

Disebutkan pula bahwa tujuan utama penyelenggaraan Pendaftaran Tanah

yang diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA adalah memberikan kepada pemegang

29 Abdurrahman, Tentang dan Sekitar UUPA, Cet. ke-1, (Bandung : Alumni, 1984), hal. 24;

30 Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, (Jakarta : Maret
1989), hal. 3;
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haknya sertipikat sebagai surat tanda buktinya. Maka memperoleh sertipikat

bukan hanya fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah, yang

dijamin oleh Undang-Undang. Untuk penyajian data diselenggarakan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat. Daftar Umum dalam tata usaha

pendaftaran tanah terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku

tanah dan daftar nama. Para pihak yang berkepentingan terutama calon pembeli

atau calon kreditor, sebelum melakukan suatu perbuatan hukum mengenai bidang

tanah perlu dan karenanya mereka berhak mengetahui data yang tersimpan dalam

daftar di Kantor Pertanahan tersebut.31 Data tersebut bersifat terbuka untuk umum

kecuali daftar nama, yang untuk menghindari penyalahgunaan, bersifat tidak

terbuka untuk umum. Selanjutnya untuk mencapai tertib administrasi sebagai

tujuan pendaftaran tanah, maka untuk setiap bidang tanah atau satuan rumah

susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.

Kemudian tujuan dari pendaftaran tanah juga disimpulkan dalam PP No. 10

Tahun 1961 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 24 Tahun 1997 yang telah

memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA sebagai berikut:32

a. Untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan Pasal 19 UUPA ini

ditujukan kepada pemerintah sebagai suatu instruksi, agar di seluruh

wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts-

cadaster” artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Selain itu

untuk memperoleh kepastian hak atas tanah sebagaimana terkandung dalam

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA, hal ini ditujukan kepada pemegang

hak yang bersangkutan dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian

hukum tentang haknya.33 Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak atas

tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan

perlindungan hukum;

b. Bahwa Kantor Pertanahan sebagai pihak yang memegang peranan utama

dalam pendaftaran tanah haruslah memelihara dengan baik segala informasi

31 Boedi Harsono (b), Op. cit., hal. 472;

32 Adrian Sutedi, Op. Cit, hal. 116;

33 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 1994),
hal. 157;
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yang diperlukan atas suatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri

sehingga dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan terkait tanah.

Informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum kepada masyarakat;

c. Bahwa untuk itu diperlukan tertib administrasi pertanahan yang baik.

Kemudian dilihat dari segi fungsinya, terdapat dua fungsi pendaftaran tanah,

yaitu:34

1. Pendaftaran tanah berfungsi sebagai syarat konstitutif, berarti bahwa

pendaftaran tanah itu berfungsi untuk melahirkan suatu hak. Sebagai contoh,

apabila suatu surat keputusan pemberian Hak Guna Bangunan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah tidak didaftarkan oleh penerima hak, maka

Hak Guna Bangunan tersebut tidak lahir.

2. Pendaftaran tanah berfungsi untuk memperkuat pembuktian. Misalnya

dalam hal jual-beli hak atas tanah, apabila perbuatan hukum tersebut

didaftarkan maka akan memperkuat pembuktian bahwa si pembeli berhak

atas tanah tersebut. Jual beli tersebut didaftar juga untuk mempertahankan

haknya terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Maka dengan demikian fungsi pendaftaran tanah pada zaman sekarang ini

terutama adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya

suatu perbuatan hukum mengenai tanah.

2.1.3 Sistem Pendaftaran Tanah

Bahwa secara garis besar pendaftaran tanah dibagi menjadi 2 (dua) sistem

pendaftaran tanah yakni sistem pendaftaran tanah akta dan sistem pendaftaran

hak. Diantara kedua sistem tersebut terdapat beberapa poin yang mendasar untuk

membedakannya yakni: mengenai hal apa yang didaftar kepada Kantor

Pertanahan, bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis atas hak atas tanah

yang didaftarkan, dan tanda bukti haknya.

Sistem pendaftaran tanah yang dianut tidak terlepas dengan sistem publikasi

pendaftaran tanah yakni sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif,

34 Atang Ranoemihardja, Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Cet. ke-1, (Bandung
: Tarsito, 1982), hal. 262;
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dengan dua perbedaan mendasar yakni: sejauh mana orang dapat mempercayai

kebenaran data yang disajikan dan sejauh mana hukum memberikan perlindungan

terhadap kepentingan pihak yang melakukan perbuatan hukum yang didasarkan

pada data yang disajikan di Kantor Pendaftaran Tanah dan surat tanda bukti

haknya.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut maka akan dibahas mengenai

sistem pendaftaran tanah beserta sistem publikasi yang digunakan pada masing-

masing sistem pendaftaran tanah. Ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran tanah

yaitu:35

1. Sistem Pendaftaran Tanah Akta

Dalam sistem pendaftaran akta, maka akta-akta itulah yang didatar oleh

pejabat pendaftaran tanah. Dalam sistem pendaftaran akta ini, pejabat pendaftaran

tanah bersikap pasif, artinya ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang

disebut dalam akta yang didaftar Setiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkan

akta sebagai buktinya. Dalam sistem pendaftaran akta, data yuridis yang

diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan.

Cacat hukum pada suatu akta dapat mengakibatkan tidak sahnya perbuatan

hukum yang dibuktikan dengan akta yang dibuat kemudian. Untuk memperoleh

data yuridisnya harus dilakukan apa yang disebut dengan title search, yang bisa

memakan waktu dan biaya, karena untuk melaksanakannya diperlukan bantuan

ahli.

Sistem Publikasi Negatif

Sistem publikasi yang dipakai dalam sistem pendaftaran akta adalah sistem

publikasi negatif. Dalam sistem publikasi ini perbuatan hukum yang dilakukan

oleh para pihak adalah yang menentukan berpindahnya hak dari penjual kepada

pembeli. Pendaftaran tidak membuat suatu pihak tertentu memperoleh hak atas

tanah dari pihak yang tidak berhak menjadi pemegang hak yang baru. Sistem

publikasi negatif ini didasarkan kepada asas Nemo Plus Juris, maka seseorang

tidaklah mungkin mengakui suatu hak atas tanah yang bukan kepunyaannya,

35 Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996),
hal. 76-78;
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kalau memang benda tersebut bukan miliknya, apalagi memindahkannya kepada

pihak lain.

Menurut Bachtiar Effendie, S.H., menyatakan bahwa ciri pokok sistem

Negatif adalah bahwa pendaftaran tanah tidaklah menjamin bahwa nama-nama

yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat untuk dibantah jika nama yang

terdaftar bukanlah pemilik yang sebenarnya.36 Maka pihak yang namanya

tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu

menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah

tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem publikasi negatif, data yang

disajikan pada kantor register tidaklah mutlak benar, artinya jika terjadi kekeliruan

dapat dilakukan perbaikan. Hak dari nama yang terdaftar ditentukan oleh hak dari

pemberi hak sebelumnya, perolehan hak tersebut merupakan mata rantai

perbuatan hukum dalam pendaftaran hak atas tanah. Ciri pokok lainnya dari

sistem Negatif ini adalah bahwa pejabat Kantor Pertanahan beperan pasif artinya

pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari

surat-surat yang diserahkan kepadanya.

Bactiar Effendie, S.H., mengemukakan kelebihan dan kelemahan dari

sistem publikasi negatif adalah sebagai berikut:37

1. Kelebihan Sistem Negatif

Adanya perlindungan kepada pemegang hak yang sebenarnya.

2. Kelemahan Sistem Negatif

- Peranan pasif pejabat Kantor Pertanahan dapat menyebabkan sertipikat

tanah menjadi tumpang tindih;

- Mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertipikat tanah sedemikian

rupa sehingga kurang dimengerti oleh orang awam.

Oleh karena kesulitan tersebut, Robert Richard Torrens menciptakan sistem

baru yang lebih sederhana dan memungkinkan semua orang memperoleh

keterangan dengan cara yang mudah, tanpa harus mengadakan title search pada

36 Bachtiar Effendie, Op. cit., hal. 33-34;

37 Ibid.;
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akta-akta yang ada. Sistem pendaftaran ini disebut sebagai “registration of titles”,

yang kemudian dikenal dengan sistem Torrens.

2. Sistem Pendaftaran Tanah Hak

Dalam sistem pendaftaran hak yang didaftar adalah haknya yang diciptakan

dan perubahan-perubahan yang terjadi. Setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-

perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus dibuktikan

dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya

yang didaftar melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahan yang

terjadi tersebut disediakan suatu daftar isian yang disebut register atau buku tanah.

Untuk itu disediakan daftar isian yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai

register. Sedangkan akta yang dibuat menjadi dasar perubahan yang akan didaftar

tersebut. Dalam sistem ini akta tanah (jual beli atau perbuatan hukum lain yang

mengakibatkan terjadinya perubahan pada sebidang tanah), merupakan sumber

data yang dijadikan dasar pelaksanaan pendaftaran perubahan-perubahan pada

haknya dalam buku tanah yang bersangkutan. Maka pada sistem pendaftaran hak,

setiap kali terjadi perubahan maka segala perubahan tersebut dicatat dalam buku

tanah yang bersangkutan. Sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku

tanah dan pencatatan perubahan yang terjadi kemudian maka oleh Pejabat

Pendaftaran Tanah dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta

yang bersangkutan, karena itu Pejabat Pendaftaran Tanah dalam sistem ini

bersikap aktif.

Dalam daftar isian yang ada membuktikan orang yang terdaftar di dalamnya

sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum. Dalam daftar hak ini, kepada

pemegang hak yang terdaftar diberikan surat tanda bukti hak, yaitu surat yang

membuktikan pemegang hak itu sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum

dan sesuai dengan kekuatan bukti yang terdapat dalam daftar umum. Pendaftaran

hak ini ditujukan kepada setiap pemegang hak yang lama (orang yang telah

mempunyai hak sebelum pendaftaran hak diselenggarakan), maupun pemegang

hak yang baru (orang yang baru menjadi pemegang hak setelah pendaftaran hak

diselenggarakan). Daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti serta pemberian
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surat tanda bukti hak merupakan dorongan yang kuat bagi para pemegang hak

untuk mendaftarkan haknya. Oleh karena itu pendaftaran hak meliputi:

a) Pendaftaran hak dari para pemegang hak yang lama, akan merupakan

pendaftaran hak untuk pertama kalinya dalam daftar umum;

b) Pendaftaran hak dari para pemegang hak yang baru akibat peralihan hak,

disebut sebagai “registration of rights”.

Bila dilihat pada Pasal 19 ayat 2 sub b dan c UUPA maka yang dimaksud

dalam hal ini adalah pendaftaran hak dengan daftar umum dan mempunyai

kekuatan bukti.

Sistem Publikasi Positif

Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak.

Karenanya terdapat register atau buku tanah sebagai petunjuk penyimpanan dan

penyajian data yuridis dan sertipikat hak sebagai surat tanda bukti hak.

Pendaftaran atau pencatatan nama seseorang dalam register sebagai pemegang hak

adalah yang membuat orang menjadi pemegang hak atas tanah yang

bersangkutan, bukan perbuatan hukum yang dilakukan. (Title by registration, the

registration is everything). Maka dalam sistem publikasi positif ini orang boleh

mempercayai dan tidak perlu ragu-ragu terhadap data yang disajikan dalam

register. Dalam sistem publikasi positif, orang yang dengan itikad baik dan

dengan pembayaran memperoleh hak dari orang yang namanya terdaftar sebagai

pemegang hak dalam register, memperoleh apa yang disebut sebagai indefeasible

title (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dengan didaftarkan namanya sebagai

pemegang hak dalam register. Termasuk apabila di kemudian hari terbukti bahwa

yang terdaftar sebagai pemegang hak tersebut bukan pemegang hak yang

sebenarnya.

Bahwa dalam sistem publikasi positif, data yang disajikan di kantor register

adalah data yang mutlak benar. Artinya jika ternyata terdapat

kekeliruan/kesalahan data yang disajikan maka terhadap data tersebut tidak dapat

dilakukan perbaikan. Sehubungan dengan hal itu dalam sistem ini pejabat

pendaftaran tanah harus bersikap aktif dalam meneliti kebenaran data bidang
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tanah yang akan didaftar. Sebab apabila terjadi kesalahan maka data tersebut tidak

dapat diperbaiki dan pejabat pendaftaran tanah beresiko untuk dapat digugat.

Menurut Abdurrahman, memberikan karakteristik sistem pendaftaran tanah

yang positif adalah sebagai berikut:38

1. Pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah menjamin dengan sempurna

bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah dan tidak

dapat diganggu gugat, meskipun ia ternyata bukan pemilik yang berhak atas

tanah tersebut. Memberikan kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah.

2. Petugas pendaftaran tanah dalam sistem ini memainkan peran dalam yang

sangat aktif. Petugas tersebut menyelidiki apakah hak atas tanah yang

dipindahkan itu dapat didaftar atau tidak. Mereka menyelidiki identitas para

pihak, wewenangnya, dan apakah formalitas yang disyaratkan telah

dipenuhi atau tidak.

3. Hubungan hukum antara hak dari orang yang namanya terdaftar dalam buku

tanah dengan pemberi hak sebelumnya terputus sejak hak itu didaftar.

Kemudian Bachtiar Effendi S.H., memberikan kelebihan dan kelemahan dari

sistem publikasi positif sebagai berikut:

1. Kelebihan Sistem Positif

- Adanya kepastian dari buku tanah;

- Peranan aktif dari pejabat Kantor Pertanahan;

- Mekanisme kerja dalam penerbitan sertipikat tanah mudah dimengerti

oleh orang awam.

2. Kekurangan Sistem Positif

- Peranan aktif pejabat Kantor Pertanahan akan memakan waktu lama;

- Pemilik hak yang sebenarnya berhak atas tanah dapat kehilangan

haknya di luar perbuatannya dan di luar kesalahannya, oleh karena

kepastian dari buku tanah itu sendiri;

- Apa yang menjadi wewenang pengadilan diletakkan di bawah

kekuasaan administratif, artinya dalam penyelesaian persoalan, segala

38 Abdurrahman, Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria, Cet. ke-2, (Bandung : Alumni,
1983), hal 90-92;
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sesuatu yang seharusnya menjadi wewenang pengadilan menjadi

wewenang administrasi.

Sistem positif ini memberikan jaminan hukum yang sangat besar kepada

pihak yang terdaftar dan pihak ketiga yang berkepentingan. Ini merupakan

kelebihan dari sistem positif. Dalam sistem publikasi positif berlaku asas itikad

baik, yakni berarti memberikan perlindungan kepada pemegang hak yang

sebenarnya, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk mengadakan gugatan

bagi pihak yang merasa memiliki dan dapat membuktikan kepemilikan kepada

pihak lain yang meskipun namanya telah terdaftar dalam daftar imi, yang terdapat

di Kantor Pertanahan. Perbuatan hukum yang menyangkut pemindahan hak atas

tanah seperti jual beli meskipun dilakukan dengan dasar itikad baik dan telah

dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan adalah batal demi hukum apabila

terdapat pihak-pihak yang mempergunakan hak melampaui kewenangan dan hak-

hak hukum yang dimilikinya.

3. Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia

Bahwa sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia adalah sistem

pendaftaran hak sebagaimana digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran

tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997. Penggunaan sistem pendaftaran hak

disebutkan dengan jelas pada Pasal Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997, yang

berbunyi sebagai berikut :

(1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan

rumah susun didaftar dengan membukukanya dalam buku tanah yang

memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan

sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.

(2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang

bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan
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dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan

Pemerintah ini.

(3) Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara

pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

Dari isi pasal tersebut menyebutkan adanya buku tanah sebagai dokumen

yang memuat data yuridis dan data fisik dari bidang tanah yang bersangkutan,

maka setiap hak atas tanah dicatat dalam buku tanah dan salinan buku tanah

(yakni sertipikat hak atas tanah), maka dengan adanya buku tanah tersebut dengan

jelas ditegaskan dianutnya sistem pendaftaran hak di Indonesia. Kegiatan kantor

pendaftaran tanah meliputi kegiatan pembukuan pada buku tanah dan pencatatan

pada surat ukur atas hak atas tanah, nama pemegang hak, serta segala data fisik

dan data yuridis dari bidang tanah yang didaftarkan. Kepada pemegang haknya

diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.39 Terhadap

perubahan data pada buku tanah dilakukan penyerahan akta yang membuktikan

tindakan pengalihan hak atas tanah disertai dengan penyerahan sertipikat pada

Kantor Pertanahan. Segala perubahan data didaftar dengan membukukannya

dalam suatu buku tanah dan surat ukur yang memuat data yuridis dan data fisik

bidang tanah yang bersangkutan.

Sistem publikasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem publikasi

negatif yang mengandung unsur positif karena kegiatan pendaftaran tanah akan

menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian

yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2),

Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Maka sistem pendaftaran tanah

yang dianut di Indonesia adalah bukan sistem publikasi negatif yang murni,

karena sistem publikasi negatif yang murni tidak dianut oleh sistem pendaftaran

hak. Hal tersebut terbukti dengan uraian sebagai berikut:

a. Pendaftaran Menghasilkan Alat Pembuktian yang Kuat (Pasal 19, 23, 32

dan 38 UU No. 5 Tahun 1960)

39 Boedi Harsono (b), Op. cit., hal. 477;
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UUPA tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian “kuat”,

tetapi dalam penjelasan pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, pengertian “kuat”

dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan

data yuridis yang tercantum di dalam sertipikat harus diterima sebagai data

yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam

berperkara di pengadilan. Pihak yang menyangkal kebenarannya itulah yang

wajib membuktikannya. Hal ini diperkuat dengan adanya lembaga

“rechtsverwerking” yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak

atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak

diusahakan sendiri oleh pemegang haknya dan telah dikuasai oleh pihak

lain, melalui perolehan hak dengan itikad baik. Lembaga

“rechtsverwerking” telah mendapat pengukuhan dari yurisprudensi,

diantaranya yaitu Putusan Mahkamah Agung tertanggal 10 Januari 1957

Nomor 210/K/Sip/1955 (Kasus di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat) yang

berbunyi sebagai berikut : “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh

karena para Penggugat dengan mendiamkan selama 25 tahun dianggap telah

menghilangkan haknya (rechtsverwerking).”.

Namun demikian sangat disayangkan, bahwa keberadaan lembaga

“rechtsverwerking” tersebut tidak termuat dalam produk hukum berupa

Undang-Undang, melainkan hanya termuat dalam Peraturan Pemerintah dan

dalam praktek lembaga “rechtsverwerking” hanya dapat diajukan sendiri

oleh para pihak dengan kata lain hakim di pengadilan tidak dapat

menggunakan sendiri lembaga “rechtsverwerking” apabila para pihak tidak

memintanya untuk digunakan.

b. Pejabat Pendaftaran Tanah bersifat Aktif

Dalam sistem publikasi negatif, biarpun sudah diteliti lebih dahulu

kebenaran data yang didaftar, tetapi karena Negara tidak menjamin

kebenarannya maka orang tidak secara mutlak percaya akan kebenaran data

yang disajikan. Di Indonesia melalui kegiatan pendaftaran tanah, negara

berusaha untuk memperoleh dan menyediakan data yang benar, oleh

Tinjauan yuridis..., Wulan Rizkarina, Magister Kenotariatan, 2012



34

Universitas Indonesia

karenanya pejabat pendaftaran tanahnya bersifat aktif dengan meneliti

terlebih dahulu kebenaran data yang didaftar.

c. Sistem Pendaftaran Tanah yang dianut adalah Sistem Pendaftaran Hak

Sistem pendaftaran hak digunakan dalam sistem publikasi positif,

dengan buku tanah sebagai tempat penyimpanan dan penyajian data yuridis

dan sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya. Hal ini yang tidak dijumpai

dalam sistem publikasi negatif. Di Indonesia sendiri, bentuk pengumpulan

dan penyajian data yuridis adalah buku tanah yang disimpan di Kantor

Pertanahan dan penerbitan surat tanda bukti haknya berupa sertipikat (yang

terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur) yang diberikan kepada

pemegang haknya.

Maka dari apa yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem

publikasi yang dianut oleh Indonesia walaupun mengandung unsur positif namun

sistemnya tetap negatif. Walaupun sebidang tanah sudah didaftar oleh pihak

tertentu, namun tetap ada kemungkinan gugatan dari pihak lain. Pihak tersebut

harus membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak yang sebenarnya. Sehingga

kegiatan pendaftaran tanah dalam PP No. 24 Tahun 1997 dan PMNA/Ka BPN No.

3 Tahun 1997 diatur secara rinci sebagai usaha untuk memperoleh dan

menyediakan dana yang benar. Untuk itu pula diperlukan tenaga-tenaga pelaksana

yang profesional termasuk diantaranya PPAT sebagai satu-satunya pejabat yang

berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai tanah.

2.1.4 Sertipikat Hak Atas Tanah

Pasal 9 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa tiap-tiap warga-negara

Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk

memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya,

baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Dimana kemudian atas kepemilikan

setiap hak atas tanah tersebut harus dilakukan pendaftaran guna mendapatkan

surat tanda bukti hak. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan bahwa

pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai
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alat pembuktian yang kuat. Surat tanda bukti hak tersebut dikenal sebagai

Sertipikat Hak atas Tanah.

Menurut definisi formal sertipikat hak atas tanah terdapat dalam Pasal 1

angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan pengertiannya yakni:40

“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,
tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, dimana yang

dimaksud dengan hak atas tanah dalam definisi tersebut adalah macam-macam

hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai

oleh orang perorangan, baik sendiri maupun secara bersama-sama, maupun badan

hukum. Hak atas tanah yang diwajibkan untuk didaftar sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 yakni:

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;

2. Tanah Hak Pengelolaan;

3. Tanah Wakaf;

4. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;

5. Hak Tanggungan;

Bahwa disebutkan sebelumnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria

bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti hak yang kuat.41

Sertipikat hak atas tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak

seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan

bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan

itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang

berwenang. Maka bagi si pemilik tanah, sertipikat adalah merupakan pegangan

yang kuat dalam hal pembuktian hak miliknya, sebab dikeluarkan oleh instansi

40 Indonesia [a] Peraturan Pemerintah, Op. cit., Pasal 1 angka 20;

41 Indonesia [a], Op. cit., Pasal 19 ayat (2);
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yang sah dan berwenang secara hukum. Hukum melindungi pemegang sertipikat

tersebut dan lebih kokoh bila pemegang itu adalah namanya yang tersebut dalam

sertipikat.

Pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa sertipikat

diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan

data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Dimana

memperoleh sertipikat adalah hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin oleh

Undang-Undang. Isi dari suatu sertipikat hak atas tanah terdiri atas 2 bagian

utama yakni Buku Tanah dan Surat Ukur. Buku Tanah merupakan dokumen yang

menegaskan data keabsahan penguasaan/kepemilikan hak si pemegang sertipikat

dan data keabsahan obyektif bidang tanah yang dikuasai/dimiliki oleh si

pemegang sertipikat. Menurut definisi formalnya yang disebutkan dalam Pasal 1

butir 19 PP No. 24 Tahun 1997 : “Buku tanah adalah dikumen dalam bentuk

daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah

yang sudah ada haknya.” Sedangkan Surat Ukur merupakan dokumen yang

menyatakan kepastian lokasi dan besar-besaran obyektif (yakni lokasi, batas dan

luas) dari suatu bidang tanah yang digambarkan dikuasai oeh si pemegang

sertipikat. Menurut definisi formalnya yang disebutkan dalam Pasal 1 PP No. 24

Tahun 1997 adalah : “Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu

bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.”

Sertipikat harus diterbitkan berdasarkan keabsahan data fisik dan data

yuridis, dimana terhadap bidang tanah yang masih berada dalam sengketa harus

ditangguhkan dulu penerbitan sertipikatnya. Pasal 31 ayat (2) PP No. 24 Tahun

1997 menyebutkan bahwa penerbitan sertipkat harus ditangguhkan sampai catatan

yang bersangkutan dihapus, jika dalam buku tanah terdapat catatan mengenai hak

atas bidang tanah dengan alasan:

1) Data fisik atau data yuridisnya belum lengkap. Terhadap hal ini sertipikat

masih boleh diterbitkan selama masih ada catatan mengenai data fisik yang

belum lengkap dan tidak disengketakan. Catatan sebagaimana dimaksud

dapat dihapus apabila pemohon hak telah menyerahkan tambahan alat

pembuktian yang diperlukan; atau telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa
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ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang

dibukukan;

2) Data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan

gugatan ke Pengadilan. Terhadap hal ini catatan sebagaimana dimaksud

dapat dihapuskan apabila telah diperoleh penyelesaian secara damai antara

pihak-pihak yang bersengketa; atau diperoleh Putusan Pengadilan mengenai

sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

atau setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah

secara sitematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah

secara sporadik sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa

tersebut ke Pengadilan;

3) Data fisik dan/atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke

Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan

tidak ada Putusan penyitaan dari Pengadilan. Terhadap hal ini catatan

sebagaimana dimaksud dapat dihapuskan apabila telah dicapai penyelesaian

secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau diperoleh Putusan

Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;

4) Data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan

serta ada perintah untuk status quo atau Putusan penyitaan dari Pengadilan.

Terhadap hal ini catatan sebagaimana dimaksud dapat dihapuskan apabila

setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang

bersengketa; atau diperoleh Putusan Pengadilan mengenai sengketa yang

bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan

sita atau status quo dari Pengadilan.

Sertipikat boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam

buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang

dikuasakan olehnya. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah

susu kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu

sertipikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas
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penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Mengenai hak atas

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana

dimaksud, dapat diterbitkan sertipikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama

untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang

memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.

Bahwa disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA bahwa sertipikat

adalah tanda bukti hak dengan kekuatan pembuktian yang kuat. Kemudian Pasal

32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa:

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA

menyebutkan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat hak atas tanah

sebagai surat tanda bukti hak yang kuat. Hal demikian adalah sesuai dengan

sistem publikasi yang dianut di Indonesia yakni sistem publikasi negatif dengan

tendensi positif, dimana dihasilkan alat bukti yang kuat seperti yang dinyatakan

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38

ayat (2) UUPA. Alat bukti yang kuat disini dimaksudkan bahwa sertipikat benar

menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai hak atas tanah yang

tercantum di dalamnya sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang

namanya tercantum dalam sertipikat sebagai pemegang hak atas tanag yang

bersangkutan. Namun pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat itu masih

dapat menghadapi gugatan dari pihak ketiga yang merasa mempunyai tanah itu,

dimana terhadap pihak ketiga tersebut diberikan jangka waktu selama 5 (lima)

tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat, untuk mengajukan gugatan atas

haknya tersebut. Hal demikian dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24

Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut
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dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Dengan demikian maka makna dari pernyataan bahwa sertipikat merupakan

alat pembuktian yang kuat adalah demi mencapai tujuan pendaftaran tanah yang

diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di

bidang pertanahan. Bahwa sistem publikasi yang berlaku di Indonesia adalah

sistem negatif adalah dengan tujuan untuk memenuhi asas pemberian

perlindungan yang seimbang : baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan

dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya; maupun kepada pihak yang

memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan

pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya. Bachtiar Effendie, S.H.,

memberikan ketentuan mengenai pengertian dari kata “kuat” dalam pengertian

Pasal 19 ayat (2) huruf c ini berarti bahwa sertipikat tanah yang diberikan itu

adalah “Tidak Mutlak” oleh karenanya membawa akibat hukum bahwa segala apa

yang tercantum di dalamnya adalah dianggap benar sepanjang tidak ada orang

yang dapat membuktikan keadaan sebaliknya yang menyatakan bahwa sertipikat

itu adalah tidak benar. Dengan kata lain sertipikat tanah menurut Pasal 19 ayat (2)

huruf c UUPA adalah dapat digugurkan.

Bahwa sertipikat diterbitkan untuk pendaftaran tanah pertama kali dan

apabila terjadi perubahan data fisik dan data yuridis dilakukan pemeliharaan data

dengan mencatatkannya pada sertipikat yang bersangkutan. Bahwa pemeliharaan

data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan

atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan

mencatatnya di dalam daftar umum. Bahwa perubahan-perubahan data yuridis

yang harus didaftarkan adalah:42

42 Badan Pertanahan Nasional [c], Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun
1997, ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1997, Pasal 94.
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1. Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam

perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;

2. Peralihan hak karena pewarisan;

3. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;

4. Pembebanan Hak Tanggungan;

5. Peralihan Hak Tanggungan;

6. Hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun dan Hak Tanggungan;

7. Pembagian hak bersama;

8. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau

penetapan Ketua Pengadilan;

9. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;

10. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.

Dalam hal pemindahan hak atas tanah melalui jual beli, maka pemindahan

haknya harus dilakukan dengan pembuatan akta jual beli.43 Pemindahan hak yang

dilakukan hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang

dibuat oleh seorang PPAT yang berwenang di daerah dimana tanah itu berada atau

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.44 Akta jual

beli yang dibuat di hadapan PPAT adalah sebagai salah satu syarat formil untuk

dilakukannya pendaftaran pemindahan hak, dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b PP

No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk

melakukan pendaftaran peralihan hak apabila perbuatan hukum jual beli tidak

dibuktikann dengan akta PPAT.

Setelah dibuatkan akta jual beli di hadapan PPAT, maka untuk memberoleh

surat bukti yang kuat dan luas daya pembuktian pemindahan haknya maka

dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, untuk

dicatat pada buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkutan.45 Pada sertipikat

43 Indonesia [a] Peraturan Pemerintah, Op. cit., Pasal 37 ayat (1);

44 Boedi Harsono (b), Op. cit., hal. 506;

45 Ibid., hal. 331;

Tinjauan yuridis..., Wulan Rizkarina, Magister Kenotariatan, 2012



41

Universitas Indonesia

akan ditulis nama pembeli sebagai pemilik yang baru dari hak atas tanah yang

bersangkutan. Dengan dilakukan pencatatan pemindahan hak tersebut pada

sertipikat haknya maka diperoleh surat tanda bukti yang kuat. Sertipikat

merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari

negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan

hukum yang namanya ditulis di dalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi,

gambar, ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut.46

2.2 Tinjauan Umum Jual Beli Hak atas Tanah

2.2.1 Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jual beli merupakan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata). Dimana

terhadap jual beli berlaku ketentuan mengenai syarat sah perjanjian yang diatur

dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya,

setiap perjanjian harus memenuh keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian

yang sah. Semuanya merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian dan selain itu

terdapat juga syarat tambahan bagi perjanjian tertentu saja, misalnya perjanjian

perdamaian yang harus dibuat secara tertulis. Prof. Subekti, S.H., memberikan

pembahasan dari Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:47

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang

menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang

46 Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah
Pemda : Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cet. ke-1, (Bandung : Mandar Maju,
2004), hal. 29;

47 Subekti, R., Aneka Perjanjian, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.29;
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dinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu

telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Setelah

mengetahui terjadinya kata sepakat, maka sebagaimana telah diketahui

dengan kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat

dilaksanakan. Namun demikian untuk sahnya kata sepakat harus dilihat dari

proses terbentuknya kehendak yang dimaksud.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan

hukum secara sah, yaitu harus dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang

oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan

tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu

perjanjian. Menurut Pasal 1332 KUHPerdata ditentukan bahwa barang-

barang yang dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang hanyalah

yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan

untuk kepentingan umum, dianggap dianggap sebagai barang-barang diluar

perdagangan sehingga tidak dapat dijadikan objek perjanjian. Ketentuan

dalam Pasal tersebut diatas menunjukan bahwa perjanjian harus jelas apa

yang menjadi objeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini berakibat batal

demi hukum dan perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi).

4. Suatu sebab yang halal

Merupakan syarat yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Melihat

ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerdata, menyatakan bahwa suatu

perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu

atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Perjanjian tanpa sebab apabila

perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Perjanjian

yang dibuat karena sebab yang palsu atau kabur, tujuannya untuk menutupi
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apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab

dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang,

ketertiban umum dan kepentingan umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Semua

perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian itu

menjadi batal demi hukum.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, maka Asser membedakan

bagian dari perjanjian, yaitu bagian inti (wezenlijk oordeel) dan bagian yang

bukan inti (non wezenlijk oordeel). Bagian inti disebutkan essensalia, bagian non-

inti terdiri dari naturalia dan aksidentalia.48

Essensalia : Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian.

Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta

(constructive oordeel). Seperti persetujuan antara para pihak dan

objek perjanjian

Naturalia : Bagian ini merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian sehingga

diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada

cacat dalam benda yang dijual (vrijwaring).

Aksidentalia : Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam

hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-

ketentuan mengenai domisili para pihak.

Demikian halnya dengan jual beli maka berlaku ketentuan umum mengenai

perjanjian sebagaimana tersebut diatas. Mengenai jual beli diatur lebih khusus lagi

dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Pasal 1457

KUHPerdata memberikan definisi tentang perjanjian jual beli sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

48 Pendapat Asser dalam bukunya Handeleiding tot de beoefening van het Ned.
Burgerlijkrecht derde del-Verbintenissen recht, dikutip oleh Prof. Mariam Darus Badrulzaman;
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Dari pengertian yang telah diberikan Pasal 1457 KUHPerdata tersebut,

maka perjanjian jual beli mengakibatkan pembebanan dua kewajiban sekaligus

yaitu kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada

pembeli dan kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada

penjual. Atas dasar itu oleh karenanya perjanjian jual beli disebut sebagai

perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Subekti, S.H., menyebutkan ada beberapa hal yang terpenting dalam obyek

jual beli, yaitu:49

1. Benda/barang yang diperjualbelikan.

Maksudnya barang yang diperjualbelikan tersebut harus terlihat nyata

sehingga pembeli dapat mengetahui bentuk benda/barang yang hendak

diperjualbelikan tersebut.

2. Mengenai harga barang obyek jual beli.

Maksudnya obyek jual beli misalnya rumah, setelah diketahui dengan jelas

bentuk obyek yang hendak dijual maka pembeli juga harus mengetahui

dengan jelas mengenai harga barang atas obyek tersebut. Kesepakatan harga

barang antara kedua belah pihak harus jelas.

3. Musnahnya barang yang dijual.

Maksudnya musnahnya barang atau obyek yang hendak diperjualbelikan

tersebut akan mengakibatkan kebatalan jual beli tersebut dilakukan oleh

para pihak yang hendak melakukan jual beli.

Pertama, kebendaan yang merupakan obyek perjanjian jual beli merupakan

suatu hal yang mutlak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1458 KUHPerdata.

Dimana tanpa adanya obyek jual beli yang telah ditentukan dan disepakati oleh

penjual dan pembeli tersebut, maka tidak mungkin ada jual beli. Hal ini sejalan

dengan syarat obyektif sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata

menyatakan obyek jual beli haruslah merupakan suatu barang yang sekurang-

kurangnya ditentukan jenisnya. Dimana jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal

49 Subekti, Op. cit., hal. 68;
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saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Kemudian obyek jual

beli bukanlah merupakan obyek yang dilarang, dimana Pasal 1337 KUHPerdata

menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh

undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan

ketertiban umum. Bahwa apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka

perjanjian jual beli adalah batal demi hukum.

Menurut Pasal 1459 KUHPerdata, hak milik atas barang yang

diperjualbelikan tersebut tidak dengan sendirinya menurut hukum berpindah

kepada pembeli, melainkan hak milik tersebut itu baru berpindah sesudah barang

yang diperjualbelikan tersebut diserahkan sesuai dengan aturan penyerahan yang

ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, penyerahan barang obyek

jual beli tidak hanya semata-mata berupa penyerahan barang, tetapi juga meliputi

penyerahan barang dan penguasaan serta hak milik dari barang kepada pembeli.

Bahwa perbuatan hukum jual beli harus ditindaklanjuti dengan adanya

penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Pengertian dari

penyerahan/levering menurut Pasal 1475 KUHPerdata adalah : “penyerahan

(levering) ini adalah penyerahan (overdracht) barang oleh penjual ke arah

kekuasaan dan pegangan pihak pembeli.” Kemudian menurut Pasal 1477

KUHPerdata menyatakan : “Penyerahan harus terjadi di tempat dimana barang

yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan

persetujuan lain.”

Kedua, bahwa jual beli adalah perjanjian yang bersifat konsensuil

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata, dengan pengertian

bahwa jual beli telah lahir dan mengikat para pihak yaitu penjual dan pembeli

segera setelah mereka mencapai kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu

barang dan harga. Perjanjian jual beli sudah mengikat walaupun barangknya

belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Dengan kesepakatan tersebut,

penjual terikat dengan kewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan serta

berhak untuk menerima pembayaran, sedangkan di sisi lain pembeli terikat untuk

melakukan pembayaran dan berhak untuk menerima suatu kebendaan.

Ketentuan Pasal 1456 KUHPerdata menentukan bahwa harga beli harus

ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun diperbolehkan juga untuk
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menyerahkan harga beli itu kepada perkiraan seorang pihak ketiga. Jika pihak

ketiga tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah terjadi suatu

pembelian. Harga haruslah diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan

sebagai alat pembayaran yang sah. Sesuai dengan rumusan Pasal 1333 ayat (1)

juncto Pasal 1457 KUHPerdata, dalam harga beli barang tidak dapat ditentukan,

maka jual beli dianggap tidak pernah ada. Hal ini adalah konsekuensi dari unsur

esensialia, dimana harga merupakan pokok perjanjian dan merupakan obyek dari

jual beli. Sebagaimana kebendaan yang dijual, maka tanpa adanya obyek jual beli

dalam bentuk harga, maka jual beli tidak pernah ada.

Dalam perbuatan hukum jual beli tersebut maka akan timbul hak dan

kewajiban dari masing-masing para pihak yakni penjual dan pembeli.

Sebagaimana diketahui bahwa subyek hukum adalah orang perorangan dan badan

hukum yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.50 M. Yahya Harahao

membagi kewajiban penjual dan kewajiban pembeli dalam suatu perjanjian jual

beli yang dibagi menjadi sebagai berikut:51

1. Kewajiban Penjual

Tentang kewajiban penjual, diatur sejak dalam Pasal 1472 KUHPerdata

dimana Penjual wajib menegaskan dengan jelas untuk apa ia mengikat diri dalam

persetujuan jual beli. Bahwa KUHPerdata juga mengatur kewajiban-kewajiban

penjual yang timbul dari perjanjian jual beli pada Pasal 1473 sampai dengan Pasal

1512, kecuali Pasal 1479 yang telah dicabut. Kewajiban utama dari penjual diatur

dalam Pasal 1474 KUHPerdata yang pada pokoknya terdiri dari dua yaitu:

1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;

2) Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan, bahwa barang

yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan

maupun pembebanan.

Pertama, mengenai kewajiban penyerahan barang yang dijual oleh penjual.

Bahwa penyerahan barang dalam jual-beli merupakan tindakan pemindahan

50 Qiran Syamsuddin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta : Liberty,
1985), hal. 38-39;

51 M. Yahya Harahap (a), Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. ke-2, (Bandung : Alumni,
1986), hal. 190-202;

Tinjauan yuridis..., Wulan Rizkarina, Magister Kenotariatan, 2012



47

Universitas Indonesia

barang yang dijual kedalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Apabila dalam

penyerahan barang tersebut diperlukan penyerahan yuridis (juridische levering)

disamping penyerahan nyata (feiteljke levering), agar pemilikan pembeli menjadi

sempurna : pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut (Pasal 1475

KUHPerdata). Misalnya pada penjualan rumah atau tanah, penjual melakukan

penyerahan kepada pembeli dengan secara nyata maupun secara yuridis, yakni

dengan jalan menandatangani akta jual beli serta melakukan balik nama dari nama

penjual kepada nama pembeli. Kemudian dalam Pasal 1482 KUHPerdata

menyebutkan hal-hal yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah

meliputi: segala sesuatu yang merupakan bagian dari barang yang dijual yang

dimaksudkan untuk pemakaian barang itu untuk selama-lamanya; dan surat-surat

bukti hal milik mutlak atas benda, jika surat-surat bukti dimaksud memang ada.

Dalam Pasal 1483 KUHPerdata menyebutkan bahwa penyerahan wajib dilakukan

secara keseluruhan, kalau hal itu tidak ditentukan atas persetujuan kedua belah

pihak.

Kedua, mengenai pertanggungan atau jaminan barang yang dijual oleh

penjual. Bahwa penjual memiliki kewajiban lain yakni untuk menjamin barang

yang dijualnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1491 KUHPerdata yakni

bahwa penjual harus menanggung/menjamin barang yang dijual dalam keadaan

tenteram dan damai dalam kekuasaan pemilikan pembeli, tanpa ganggu gugat dari

siapapun; dan menjamin bahwa barang yang dijual tidak mempunyai cacat

tersembunyi dan cacat yang nyata. Bahwa apabila kedua hal tersebut tidak

ditanggung/dijamin oleh penjual maka pembeli dapat meminta pembatalan jual

beli yakni dengan melakukan tuntutan pembatalan atas dasar salah sangka; atau

merupakan tindakan untuk menuntut wanprestasi atas dasar penjual tidak

melaksanakan prestasi yang seharusnya. Kedua bentuk jaminan tersebut adalah

merupakan alasan pembeli untuk menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian

jual beli. Jaminan atas gangguan dan cacat barang merupakan kewajiban yang

harus ditanggung oleh penjual demi hukum. Dengan kata lain, kewajiban

menjamin barang yang dijual adalah kewajiban yang lahir dengan sendirinya

menurut hukum, sekalipun jaminan tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian.

Tujuan penjaminan ini adalah agar pembeli tidak mengalami kerugian, baik atas
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sebagian atau seluruh barang yang dibeli, juga agar barang yang dibeli benar-

benar terlepas dari hak yang dimiliki oleh pihak ketiga.

Bahwa dari uraian diatas maka pada dasarnya kewajiban untuk

menanggung/menjamin yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, sifatnya

hanya berupa hukum yang menambah yang dapat dikesampingkan dengan

persetujuan. Hanya satu saja yang tidak dapat dikesampingkan dengan perjanjian

yakni jaminan atas kerugian yang timbul akibat perbuatan penjual sendiri.

Tanggungan/jaminan penjual yang terpenting atas barang yang dijualnya adalah:

1. Menanggung/menjamin barang yang dijual atas segala tuntutan dan

eksekutorial beslag. Jaminan penjual atas eksekusi harus mengenai seluruh

atau sebagian barang. Penjual harus menjamin dari kemungkinan adanya

melekat hak orang ketiga yang dapat meminta pelaksanaan eksekusi atas

barang yang dijual;

2. Menanggung/menjamin barang atas setiap pembebanan pihak ketiga. Hal ini

disebutkan dalam Pasal 1502 KUHPerdata. Apabila hal demikian tidak

diberitahukan penjual kepada pembeli maka pembeli dapat meminta

pembatalan jual beli, atau meminta ganti rugi atas beban yang terletak pada

barang itu. Pengertian pembebanan hak servitut yang tersebut dalam Pasal

1502 KUHPerdata diperluas mencakup beban-beban lain atas suatu benda,

yakni termasuk beban kebendaan seperti hak tanggungan, hipotik, gadai,

hak milik, hak pakai dan sebagainya.

3. Menanggung/menjamin atas cacat yang terdapat pada barang yang dijual.

Bahwa Pasal 1504 KUHPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat

yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat tersebut

harus merupakan cacat yang bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan

barang tersebut tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan

peruntukkan barang tersebut. Atau apabila cacat itu mengakibatkan

berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang

semestinya.

KUHPerdata juga mengatur hal-hal lainnya yang merupakan kewajiban

penjual pada pokoknya yakni sebagai berikut:
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1. Menanggung biaya penyerahan apabila tidak ditentukan lain dalam

perjanjian (Pasal 1476 KUHPerdata);

2. Menyerahkan hasil dari barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan

dan kewajiban menyerahkan suatu barang tersebut meliputi segala sesuatu

yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang

tetap, beserta surat bukti milik jika ada (Pasal 1481 jo. Pasal 1482

KUHPerdata);

3. Memberikan pengurangan harga atau mengembalikan seluruh pembayaran

yang telah diterima oleh penjual beserta biaya yang telah dikeluarkan oleh

pembeli jika pembeli berhak atas pembatalan perjanjian karena kesalahan

atau kelalaian penjual;

4. Membayar ganti rugi jika pembatalan perjanjian jual beli karena cacat yang

tersembunyi atau melalui penghukuman bagi penjual.

2. Kewajiban Pembeli

Bahwa mengenai kewajiban pembeli yang paling utama adalah kewajiban

untuk membayar harga sesuai dengan ketentuan Pasal 1513 KUHPerdata. Dimana

dalam pasal tersebut mewajibkan pembeli untuk membayar untuk pelunasan harga

pada waktu dan tempat yang disepakati dalam perjanjian. Kemudian Pasal 1514

KUHPerdata menyatakan bahwa apabila tidak ada perjanjian yang menetapkan

tempat dan waktu maka pembayaran dianggap akan tunduk kepada undang-

undang yaitu di tempat dan pada waktu penyerahan barang. Pembayaran barang-

barang tertentu dilakukan di tempat dimana barang-barang tertentu tadi terletak

ataupun di tempat domisili penjual, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1429

KUHPerdata. Apabila pembeli menolak untuk membayar maka berarti pembeli

tersebut telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

2.2.2 Jual Beli Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional

Pengertian jual beli dari Hukum Barat dan Hukum Tanah Nasional memiliki

keterkaitan sendiri, dimana adanya suatu penyerahan yang bertujuan untuk
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memindahkan hak milik atas barang/benda dari penjual kepada pembeli.52 Bahwa

jual beli tanah di Indonesia pertama kali disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1)

UUPA yang menyebutkan bahwa:

“Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah”.

Maka dari pengertian pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa segala

perbuatan hukum jual beli sepanjang menyangkut mengenai hak atas tanah, harus

tunduk pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Pokok

Agraria dan peraturan pelaksana dibawahnya. Undang-Undang Pokok Agraria

menganut konsepsi dan asas-asas dari Hukum Adat sebagaimana dinyatakan

dalam Pasal 5 UUPA. Dengan demikian pengertian jual beli tanah menurut

Hukum Tanah Nasional yang diatur dalam UUPA adalah pengertian jual beli yang

dianut oleh Hukum Adat. Pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat

merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang sifatnya tunai, riil dan

terang.53 Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya

dilakukan pada saat yang sama. Sifat terang berarti perbuatan hukum penyerahan

hak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Sifat riil berarti bahwa dengan

mengucapkan kata-kata belum terjadi jual beli, perbuatan jual beli ini harus

dilakukan penandatanganan suatu akta di hadapan pejabat yang berwenang.

Jual beli yang dilakukan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai PPAT) yang bertugas membuat aktanya.

Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan PPAT

maka dipenuhi syarat terang. Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan

secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang dilakukan. Akta otentik

yang ditandatangani para pihak di hadapan PPAT, membuktikan telah terjadi

pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran

harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau

52 John Salindeho, Op. cit., hal. 30-31;

53 Adrian Sutedi, Op. cit., hal. 76;
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riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan. Dengan

demikian dengan adanya akta jual beli tersebut adalah sebagai alat bukti telah

terjadinya perbuatan hukum pemindahan hak untuk selamanya dengan dilakukan

pembayaran harganya.54

Dengan demikian ketiga sifat jual beli, yaitu tunai, terang dan riil telah

dipenuhi. Akta membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang

bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan

hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implisit membuktikan bahwa

penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Akibat hukum yang

terjadi dengan ditandatanganinya akta jual beli adalah bahwa sejak saat itu hak

atas tanah menjadi milik pembeli dan uang yang dibayarkan oleh pembeli menjadi

milik penjual. Pertukaran kepemilikan antara penjual dan pembeli tersebut diatas

terjadi bersamaan pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Menurut Adrien Sutedi, S.H., disebutkan terdapat 2 (dua) syarat jual beli

tanah yakni:

1. Syarat Materiil

Yakni syarat yang sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut

antara lain sebagai berikut:

a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan.

Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat

untuk memiliki tanah yang akan dibelinya. Untuk menentukan berhak atau

tidaknya si pembeli memperoleh hak atas tanah yang dibelinya tergantung

pada hak apa yang ada pada tanah tersebut.

b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan.

Yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang sah

dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Kalau pemilik sebidang

tanah hanya satu orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah itu.

Akan tetapi, bila pemilik tanah adalah dua orang maka yang berhak

menjual tanah itu adalah kedua orang itu secara bersama-sama. Tidak

54 Ibid, hal.
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boleh seorang saja yang bertindak sebagai penjual, kecuali dengan kuasa

dari pemilik lainnya.55

c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang

dalam keadaan sengketa.

Mengenai hak-hak atas tanah jenis apa yang boleh diperjualkan

sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Pokok Agraria yakni

: Hak Milik atas Tanah (Pasal 20), Hak Guna Usaha (Pasal 28), Hak Guna

Bangunan (Pasal 35), Hak Pakai atas Tanah (dengan persyaratan yang

memenuhi Pasal 41).

Jika salah satu syarat materiil tersebut diatas tidak dipenuhi, yakni sebagai

contoh terpenuhinya syarat materiil subyektif tidak terpenuhi adalah si

penjual adalah bukan pihak yang berhak atas tanah yang dijualnya atau si

pembeli tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah;

Syarat materiil obyek tidak terpenuhi adalah apabila tanah yang

diperjualbelikan sedang dalam sengketa atau hak atas tanah tersebut tidak

dapat diperjualbelikan. Dengan tidak terpenuhinya syarat materiil maka jual

beli tanah rersebut adalah tidak sah dan peralihan hak atas tanah yang

dilakukan oleh orang yang tidak berhak adalah batal demi hukum. Artinya,

sejak semula hukum menganggap jual beli tersebut tidak pernah terjadi.

2. Syarat Formil

Setelah semua persyaratan materiil dipenuhi maka PPAT adalah pejabat

yang berwenang untuk membuat akta mengenai peralihan haknya yakni

dengan akta jual beli. Menurut ketentuan Pasal 6 PP No. 24 Tahun 1997

menyebutkan tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala

Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh PPAT. Maka PPAT bertugas pokok

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta

tanah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai

hak atas tanah atau hak milik atas tanah atau hak atas milik satuan rumah

55 Effendi Perangin, Praktik Jual Beli Tanah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hal.
2;
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susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan

oleh perbuatan hukum itu.56 Menurut Mustofa, S.H., M.KN., konsekuensi

logis dari diperolehnya hak atas tanah pada saat ditandatanganinya akta jual

beli menyebabkan sesaat setelah ditandatanganinya akta jual beli, maka

pembeli sudah boleh menikmati seutuhnya apa yang dibelinya sebagai

miliknya sendiri.57 Kedudukan PPAT termasuk akta-aktanya, bentuk akta

dan blangko aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

kegiatan pendaftaran tanah dan kedudukan PPAT mulai dikenal sejak

diterbitkannya PP No. 10 Tahun 1961. Pada waktu itu dikenal dengan istilah

“pejabat” yang berwenang membuat “akta” mengenai perbuatan-perbuatan

hukum dengan obyek hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah. Kemudian

selanjutnya PPAT adalah pihak yang berkewajiban untuk mendaftarkan akta

jual beli tersebut kepada Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten

setempat untuk dicatat dalam daftar buku tanah dan dilakukan perubahan

data yakni perubahan nama dalam sertipikat tanah yang bersangkutan dari

nama pemilik yang lama (penjual) menjadi pemilik yang baru (pembeli).

Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa segala peralihan

hak atas tanah berupa Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan

wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang.

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud

adalah PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 37 ayat (1)

PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut:

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui
jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui
lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat

56 Indonesia [b], Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998, TLN No. 3746,
Pasal 2 ayat (2);

57 Mustofa, Op. cit., hal, 48;
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oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dari pengertian pasal tersebut maka akta jual beli yang dibuat di hadapan

PPAT adalah salah satu syarat untuk dilakukannya pendaftaran pemindahan

hak. Dimana pemindahan hak hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Selanjutnya dalam

Pasal 38 PP No. 24 Tahun 1997 menentukan bahwa pembuatan akta

tersebut wajib dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum

jual beli tersebut atau kuasanya dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2

(dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi

dalam perbuatan hukum itu. Jenis dan bentuk akta, persiapan dan

pelaksanaan pembuatan diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 102 dari

PMNA/Ka.BPN No 3 Tahun 1997.

Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data

pendaftaran tanah. Maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat

dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak melalui jual

beli tersebut. Dimana pada Pasal 45 ayat (1) huruf b PP No. 24 Tahun 1997

disebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan berhak menolak dan tidak

akan melakukan pendaftaran pemindahan hak yang tidak dibuktikan dengan

akta PPAT. Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab atas segala akta yang

dibuat olehnya, dimana PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-

syarat sahnya untuk perbuatan hukum jual beli tersebut. Antara lain dengan

mencocokkan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yang

ada di Kantor Pertanahan.

2.2.3 Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Jual Beli Tanah

2.2.3.1 Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah

Landasan hukum terhadap eksistensi dari seorang Pejabat Pembuat Akta

Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai PPAT) mulai dikenal sejak berlakunya

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.58

58 Mustofa, Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT, Cet. ke-1, (Yogyakarta : Karya Media,
2010), hal. 1;
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Selanjutnya kedudukan PPAT diatur lebih lanjut dengan berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat

Akta Tanah/PPAT (untuk selanjutnya disebut sebagai PP No. 37 Tahun 1998). PP

No. 37 Tahun 1998 adalah peraturan jabatan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat

(3) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa : “Peraturan jabatan PPAT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

tersendiri”. Peraturan pelaksana dari PP No. 37 Tahun 1998 adalah Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT (untuk selanjutnya

disebut sebagai Peraturan Ka-BPN No. 1 Tahun 2006), yang kemudian dirubah

dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2006.

Bahwa peranan PPAT dalam pendaftaran tanah disebutkan dalam Pasal 6

ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan

pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain

yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan-

kegiatan tertentu tersebut adalah misalnya pembuatan akta PPAT oleh PPAT atau

PPAT Sementara, pembuatan risalah lelang oleh Pejabat Lelang, ajudikasi dalam

pendaftaran tanah secara sistematik oleh Panitia Ajudikasi dan lain sebagainya.

Dimana seorang PPAT dalam ayat (2) tersebut diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan mengenai peranan

seorang PPAT dalam pendaftaran tanah menyatakan bahwa segala peralihan hak

atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,

hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak

lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian PPAT menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998 adalah:

“Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah atau Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun.”
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Hakekat akta PPAT sebagai akta otentik jika ditinjau dari Pasal 1868

KUHPerdara adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di

tempat dimana akta dibuatnya. Kemudian disebutkan dalam Pasal 2 PP No. 37

Tahun 1998 bahwa tugas pokok seorang PPAT adalah melaksanakan sebagian

kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah atau Hak Milik

atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang

diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah

tentang:

1. Jual Beli;

2. Tukar Menukar;

3. Hibah;

4. Pemasukan ke dalam Perusahaan (inbreng);

5. Pembagian Hak Bersama;

6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;

7. Pemberian Hak Tanggungan;

8. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka oleh Pasal 3 PP No. 37

Tahun 1998, PPAT diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik atas

delapan macam perbuatan hukum diatas.59 Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa PPAT hanya mempunyai kewenangan untuk membuat delapan macam

akta tersebut di atas, di luar delapan macam akta itu PPAT tidak berwenang untuk

membuatnya.

Dalam praktek sehari-hari kantor PPAT tidak hanya melakukan kegiatan-

kegiatan yang bersumber dari pembuatan delapan macam akta yang merupakan

kewenangan PPAT, namun seringkali kantor PPAT mengurus hal-hal yang tidak

ada hubungannya dengan kewenangan PPAT, yaitu hal-hal yang timbul atas

permintaan dari masyarakat, yang menyebabkan kantor PPAT membantu untuk

59 Ibid, hal. 2;
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menyelesaikannya. Jadi hanya semacam bantuan PPAT untuk membantu

kepentingan masyarakat karena masyarakat tidak biasa atau tidak sempat untuk

mengurusnya, misal:

1. Pembuatan sertipikat untuk pertama kalinya karena konversi hak-hak

lama;

2. Pembuatan sertipikat karena pemecahan hak atas tanah;

3. Pembuatan sertipikat karena penggabungan hak atas tanah;

4. Perpanjangan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;

5. Roya sertipikat;

6. Proses turun waris sertipikat.

Kewenangan PPAT untuk membuat akta otentik hanyalah sebatas pada hal-

hal mengenai benda-benda tetap yang berupa Hak atas Tanah dan Hak Milik atas

Satuan Rumah Susun, di luar itu bukan merupakan kewenangan PPAT, misalnya

pembuatan akta hipotik atas kapal-kapal yang dianggap sebagai benda tidak

bergerak (benda tetap).

Adapun pembatasan lain kewenangan dari seorang PPAT dibatasi oleh

wilayah kerjanya, dimana seseorang PPAT hanya berwenang untuk membuat akta

otentik atas obyek berupa hak atas tanah yang terletak di dalam wilayah kerjanya

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998 tersebut.

Luasnya wilayah kewenangan PPAT diatur dalam pasal 12 ayat (1) PP Nomor 37

Tahun 1998 yang berbunyi : “Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.” Pada umumnya wilayah kerja Kantor

Pertanahan adalah satu kabupaten atau satu kotamadya. Dari ketentuan pasal 12

PP No. 37 tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa PPAT hanya berwenang untuk

membuat akta-akta tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang berada

dalam daerah kerjanya. Jadi kewenangan PPAT untuk membuat akta didasarkan

pada kenyataan dimana tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun tersebut

berada, bukan pada hal dimanakan para penghadap (misalnya penjual dan

pembeli) dapat berkumpul, atau pada hal dimanakah domisili pemegang hak atau

domisili calon penerima hak berada.
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Mengenai luasnya daerah kerja PPAT, dikenal adanya perluasan daerah

kerja, namun terbatas hanya untuk pembuatan tiga macam akta, dimana salah satu

bidang tanah yang merupakan obyek pembuatan akta berada di dalam wilayah

kerja PPAT, yaitu khusus untuk pembuatan akta sebagai berikut:

1. Akta Tukar Menukar;

2. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan (Inbreng);

3. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB).

Untuk ketiga macam akta tersebut di atas berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (2)

PP No. 37 Tahun 1998 yang berbunyi:

“Akta Tukar Menukar, Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan, dan Akta
Pembagian Hak Bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik
atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah
kerja seorang PPAt dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi
salah satu bidang tanah atau Satuan Rumah Susun yang haknya menjadi
obyek perbuatan hukum dalam akta.”

2.2.3.2 Akta Otentik

Pengertian akta otentik pertama kali disebutkan dalam Pasal 1868

KUHPerdata yakni:

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
oleh Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang
berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.”

Maka dari pengertian pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

lahirnya akta otentik adalah jika akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat

Umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat. Peraturan

Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah merupakan salah satu produk hukum nasional sebagai implementasi dari

Pasal 1868 KUHPerdata yang menunjuk PPAT sebagai salah satu Pejabat Umum

yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 PP No. 37 Tahun 1998 dapat

disimpulkan bahwa akta-akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik oleh

karena itu PPAT dalam membuat akta harus mendasarkan pada syarat-syarat dan
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prosedur yang ditetukan oleh peraturan perundang-undangan agar memenuhi

syarat sebagai akta otentik. Pengertian otentik untuk akta PPAT tentulah harus

mencakup pada pengertian:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

2. Dibuat oleh/dihadapan pegawai umum yaitu PPAT;

3. Dibuat dan diselesaikan dalam daerah kerja PPAT;

4. Untuk tanah-tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang

berada/terletak dalam daerah kerja PPAT.

Bentuk akta PPAT sudah ditentukan bentuknya, yaitu bentuk yang

ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Republik Indonesia.

Penegasan keharusan penggunaan bentuk akta ini dinyatakan dalam:

1. Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 yang berbunyi : “Akta PPAT

dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri.”

2. Pasal 51 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2006 menentukan :

“Blanko akta PPAT dibuat dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia (BPN RI).”

3. Pasal 38 ayat (2) PP nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

“Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri.”

4. Pasal 96 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI (PMNA/Ka.

BPN RI) Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi :

“(1) Bentuk-bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) dan cara
pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 16 s/d 23 dan
terdiri dari bentuk:

a. Akta Jual Beli (lampiran 16);
b. Akta Tukar Menukar (lampiran 17);
c. Akta Hibah (lampiran 18);
d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (lampiran 19);
e. Akta Pembagian Hak Bersama (lampiran 20);
f. Akta Pemberian Hak Tanggungan (lampiran 21);
g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik

(lampiran 22).
h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (lampiran 23);
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(2) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2)
harus dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan bentuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan.

(3) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 ayat (1) dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) tidak dapat dilakukan
berdasarkan akta yang pembuatannya melanggar ketentuan pada ayat (2).”

Akta-akta yang dibuat oleh PPAT yang mengabaikan unsur-unsur ke-

otentik-an di atas menyebabkan akta-akta yang demikian ini tidak bersifat otentik,

dengan demikian maka akta-akta tersebut tidak bernilai sebagai akta pejabat yang

berfungsi sebagai alat untuk pemindahan atau pembebanan hak atas tanah.

Kesimpulannya bahwa akta-akta yang demikian itu tidak dapat dijadikan alat

bukti telah terjadinya pemindahan atau pembebanan hak atas tanah. Bila kantor

pertanahan mengetahui mengenai terjadinya hal yang demikian maka Kantor

Pertanahan berhak untuk menolak pendaftaran peralihan atau pembebanan

haknya. Apabila terjadi kerugian akibat kejadian tersebut maka berdasarkan

ketentuan Pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997, PPAT dapat dituntut untuk membayar

ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pasal 55 Peraturan Ka. BPN-RI No. 1

Tahun 2006 juga mengisyaratkan adanya tanggung jawab pribadi PPAT atas

kerugian yang timbul sebagai akibat pembuatan akta PPAT.

Bahwa dengan demikian PPAT adalah pihak yang paling berwenang untuk

membuat akta otentik mengenai peralihan hak atas tanah, oleh karenanya PPAT

adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam membuat akta jual beli tanah,

terutama hubungannya dalam kepentingan dengan pendaftaran tanah. Bentuk

tanggung jawab dari seorang PPAT dapat direfleksikan dengan pembuatan akta-

akta dengan cermat, teliti dan rapi dengan memperhatikan kehendak para pihak

tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang PPAT harus memperhatikan benar mengenai kebenaran dari isi akta baik,

baik kebenaran mengenai subyeknya maupun tentang obyeknya. Maka dalam

membuat akta jual beli, seorang PPAT sebaiknya memperhatikan beberapa hal

yakni:60

1. Status Penjual.

60 Effendi Perangin, Op. cit., hal. 2-7;
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Apabila dalam hak milik atas tanah terdapat lebih dari satu pemilik, maka

yang berhak menjual adalah mereka yang memiliki tanah itu secara

bersama-sama, dan dilarang dijual oleh satu orang saja. Pemilikan bersama

atas hak milik atas tanah itu bisa terjadi karena pewarisan, hibah dan

inbreng. Dengan kepemilikan bersama tersebut maka apabila jual beli tanah

tersebut dilakukan oleh hanya satu orang maka berakibat perbuatan hukum

tersebut batal demi hukum, artinya sejak semula hukum menganggap tidak

pernah terjadi jual beli. Dalam hal yang demikian, jelas kepentingan

pembeli sangat dirugikan. Sebab ia sudah membayar harga tanah itu kepada

penjual, sedangkan hak atas tanah yang dibelinya tidak pernah beralih

kepada si pembeli tersebut. Walaupun ia telah menguasai tanah tersebut

namun pihak lain dapat sewaktu-waktu menuntut melalui pengadilan supaya

tanah itu diserahkan kepadanya. Apabila berdasarkan Putusan pengadilan

dinyatakan pihak tersebut terbukti sebagai pihak yang berhak, maka si

pembeli tanah akan dipaksa untuk mengosongkan tanah.

2. Penjual adalah pihak yang berwenang untuk menjual.

Untuk dapat bertindak sebagai penjual maka harus dipenuhi syarat-syarat

tertentu yakni meliputi kecakapan menurut hukum untuk melakukan

perbuatan jual beli tersebut, yakni :

a. Kedewasaan.

Bahwa anak dibawah umur tidak berwenang untuk melakukan jual

beli walaupun ia adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut. Untuk

dapat menandatangani akta, kedua belah pihak harus sudah dewasa.

Pasal 330 KUHPerdata menentukann kedewasaan seseorang apabila ia

telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Apabila para pihak atau

salah satu pihak belum dewasa makai ia dilarang untuk

mendandatangani akta. Pelarangan ini bukan berarti bahwa ia tidak

boleh memiliki atau membeli Hak atas Tanah, pelarangan ini hanya

berarti bahwa ia tidak boleh menandatangani sendiri aktanya, karena

ia belum dewasa sehingga harus diwakili oleh orang tua atau

wakilnya. Menurut Pasal 393 KUHPerdata, untuk menjual sesuatu
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barang maka wali harus terlebih dahulu mendapat izin dari

pengadilan. Maka jual beli hanya dapat terlaksana apabila dilakukan

oleh orang tua dari anak itu sebagai orang yang menjalankan

kekuasaan orang tua dengan dikuatkan oleh penetapan Pengadilan

Negeri.

b. Persetujuan.

1) Persetujuan Istri/Suami61

Apabila sebidang tanah dalam sertipikat tercantum atas nama

istrinya sedangkan tanah itu adalah harta bersama dengan suaminya,

maka sang istri tidak berwenang untuk menjual sendiri tanah tersebut,

melainkan bersama-sama dengan suaminya atau si suami memberi

persetujuan tertulis kepada istri. Demikian juga sebaliknya seorang

istri harus memberikan persetujuan tertulis kepada suami apabila suatu

tanah yang termasuk dalam harta bersama tercantum atas nama suami.

Bila hak atas tanah dimiliki sebagai harta bersama (gono-gini), maka

walaupun di dalam sertipikat hanya tertulis atas nama 1 (satu) orang

yaitu suami atau istri maka pada pembuatan akta pengalihan hak,

PPAT harus mensyaratkan persetujuan tertulis atau kehadiran dari

kawan kawinnya untuk ikut menandatangani akta pengalihan hak

sebagai bukti akan persetujuannya terhadap pengalihan hak tersebut.

Apabila kawan kawinnya tidak dapat ikut hadir untuk menandatangani

akta pengalihan hak maka dapat digantikan dengan Persetujuan

Tertulis yang telah dibuat lebih dahulu sebelum pengalihan hak

ditandatangani. Persetujuan itu lebih baik dibuat secara notariil namun

bila ada kesulitan untuk itu, dapatlah dibuat dibawah tangan yang

dilegalisasi oleh Notaris, atau setidak-tidaknta diketahui oleh Pejabat

Pemerintah setempat, misalnya oleh Lurah atau Camat setempat.

Namun apabila hak atas tanah tersebut adalah harta milik pribadi

maka walaupun ia sudah kawin tidaklah memerlukan persetujuan dari

kawan kawinnya.

61 Mustofa, Op. cit., hal. 38-39;
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2) Persetujuan Organ PT62

Bila hak atas tanah dimiliki oleh sebuah Badan Hukum, maka

harus dibaca dan dicermati bagaimana cara yang sah untuk

mengalihkan atau membebankan suatu hak atas tanah. Mengenai hal

ini dapat dibaca pada Anggaran Dasar dari badan hukum yang

bersangkutan. Pada umumnya dalam Anggaran Dasar suatu badan

hukum diatur bahwa untuk pengalihan atau pembebanan benda-benda

tetap (termasuk hak atas tanah) diatur lebih ketat daripada cara

pengalihan hak atas barang-barang bergerak. Misalnya pada suatu

Perseroan Terbatas disyaratkan harus mendapat persetujuan dari Rapat

Umum Pemegang Saham. Kadang kala Anggaran Dasar suatu badan

hukum menentukan pula bahwa dalam hal membeli benda-benda tetap

(termasuk hak atas tanah) diperlukan izin dari organ lain (misalnya

komisaris/RUPS). Untuk itulah maka PPAT harus membaca dengan

cermat anggaran dasar suatu badan hukum sebelum akta dibuat,

keteledoran membaca dan memahami ketentuan dapat menyebabkan

suatu Akta Jual Beli menjadi tidak sah.

c. Pengampuan

Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat

pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap

untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak

cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum

memperkenan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari

orang yang berada dibawah pengampuan. Pasal 433 KUHPerdata

menyatakan : “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam

keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah

pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan

pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah

pengampuan karena keborosan.” Maka walaupun seseorang sudah

memenuhi batas umur kedewasaan atau sudah menikah, ia tidak dapat

62 Ibid., hal. 41;
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menandatangani akta jual beli apabila berada di bawah pengampuan.

Agar dapat dilakukan pengalihan atau pembebanan terhadap hak atas

tanah maka harus ditunjuk seorang pengampu untuk mewakili

kepentingan orang yang dibawah pengampuan tersebut, berdasarkan

penetapan Pengadilan Negeri. Apabila tanah tercatat atas nama,

misalnya Tuan X, tetapi tuan ini tunduk kepada ketentuan

KUHPerdata dan sedang berada di bawah pengampuan, maka yang

berwenang untuk menjual tanah itu adalah pengampu Tuan X dan

harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

d. Kuasa

Ada kalanya Penjual dan atau Pembeli tidak dapat hadir pada saat

pelaksanaan penandatanganan akta pengalihan hak, misalnya Akta

Jual Beli, bila demikian kejadiannya maka PPAT seharusnya tidak

mengizinkan para pihak untuk menandatangani akta pada hari yang

berbeda. Apabila demikian maka penandatanganan akta dapat

dilakukan dengan cara membuat Akta Kuasa sebelum saat

penandatanganan akta berlangsung. Akta kuasa sebaiknya dibuat

secara Notariil, namun bila karena sesuatu hal harus dibuat dengan

surat dibawah tangan maka sebaiknya surat kuasa dibawah tangan

tersebut ditandatangani di hadapan Notaris (di legalisasi oleh Notaris),

hal ini erat hubungannya dengan pembuktian apakah benar Surat

Kuasa tersebut ditandatangani oleh Pemberi Kuasa. Pada dasarnya

pemberian kuasa dimaksudkan untuk mempermudah pemberi kuasa

untuk melakukan transaksi yang dikarenakan pada saat transaksi

dilaksanakan pemberi kuasa tidak dapat hadir sehingga agar transaksi

berlangsung maka diberikanlah kuasa kepada penerima kuasa untuk

mewakili pemberi kuasa. Semua hak-hak yang akan diterima dari

transaksi itu akan menjadi hak-haknya pemberi kuasa, demikian juga

kewajiban-kewajiban yang timbul akibat transaksi adalah kewajiban-

kewajiban pemberi kuasa.
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3. Pembeli adalah pihak yang diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah.

Bahwa tidak semua pembeli dapat membeli tanah dengan status hak

tertentu, misalnya untuk hak milik hanya dapat dipegang oleh orang

perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan badan hukum

berupa Perseroan Terbatas tidak boleh memlikinya.63

Karena besarnya tanggung jawab seorang PPAT maka dalam PP No. 24

Tahun 1997 diberikan hak kepada PPAT untuk menolak membuat akta bagi para

pihak. Apabila PPAT menolak untuk membuat akta maka penolakan tersebut

harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai

alasannya. Dalam Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan hak seorang PPAT

untuk menolak membuat akta jika:

1) Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan

rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang

bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-

daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

2) Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- surat bukti tertulis perihal hak atas tanah yang berasal dari konversi hak

lama, keterangan saksi dan pernyataan yang bersangkutan; atau surat

keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut; dan

- surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang

bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk

tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor

Pertanahan : dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan

oleh Kepala Desa/Kelurahan;

Atau :

63 Terkecuali badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 1);
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3) Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang

bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian;

Atau :

4) Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa

mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak;

atau

5) Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat

atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

6) Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa

mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau

7) Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2.2.4 Tata Cara Jual Beli Hak atas Tanah

Bahwa selain dari syarat terang dan tunai dalam jual beli tanah, juga harus

dipenuhi syarat-syarat jual beli tanah yang harus dipenuhi agar tercapai keabsahan

jual beli tanah, yakni terbagi atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat

tersebut dijelaskan sebagai berikut:64

1. Syarat Materiil

Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut,

antara lain sebagai berikut:

a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan.

Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi

syarat untuk memiliki tanah yang akan dibelinya. Untuk menentukan

berhak atau tidaknya si pembeli memperoleh hak atas tanah yang akan

dibelinya tergantung pada hal apa yang ada pada tanah tersebut,

apakah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai.

b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan.

64 Adrian Sutedi, Op. cit., hal 77-81;
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Maksudnya adalah pihak yang berhak menjual suatu bidang tanah

tentu saja si pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yakni si

pemilik. Apabila pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia

berhak untuk menjual sendiri bidang tanah tersebut. Akan tetapi

apabila pemilik tanah adalah dua orang atau lebih maka yang berhak

untuk menjual tanah itu adalah orang-orang tersebut secara bersama-

sama. Tidak diperbolehkan apabila hanya seorang saja yang bertindak

sebagai penjual.

c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang

dalam keadaan sengketa.

Mengenai hal-hak atas tanah apa saja yang boleh diperjualbelikan

tercantum dalam UUPA yaitu Hak Milik (Pasal 20), Hak Guna Usaha

(Pasal 28), Hak Guna Bangunan (Pasal 35), dan Hak Pakai (Pasal 41).

Jika salah satu syarat materiil ini tidak dipenuhi. Dalam arti penjual

bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya atau

pembeli tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilihk hak atas tanah

atau tanah yang diperjualbelikan sedang dalam keadaan sengketa

sehingga tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikan, maka jual beli

tanah tersebut menjadi tidak sah. Jual beli tanah yang dilakukan oleh

yang tidak berhak adalah batal demi hukum. Artinya sejak semula

hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli.

2. Syarat Formal

Setelah semua persyaratan materiil dipenuhi maka PPAT akan membuat

akta jual belinya. Untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalam

setiap peralihan hak atas tanah maka setiap perjanjian yang bermaksud

memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang

dibuat oleh dan dan di hadapan seorang PPAT.65 Akta yang dibuat oleh

PPAT tersebut akan menjadi dasar bagi para pihak tersebut untuk

65 Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, (Bandung : Alumni, 1993),
hal. 23;
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melakukan pendaftaran di kantor pertanahan mengenai peralihan hak atas

tanah dari penjual kepada pembeli. Bachtiar Effendie mengungkapkan

pentingnya pendaftaran tersebut adalah guna kepentingan publikasi kepada

pihak ketiga dan dasar bagi seseorang untuk memperoleh alat bukti berupa

sertipikat hak atas tanah. 66 Publikasi kepada pihak ketiga disini adalah guna

memperkuat dan memperluas pembuktian. Memperkuat pembuktian

mengenai terjadinya jual beli dengan mencatat pada buku tanah dan

sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan, sedangkan memperluas

pembuktian dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas karena dengan

dilakukannya pendaftaran mengenai jual beli tersebut maka dapat diketahui

oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Adapun prosedur jual beli tanah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan

jual beli tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:67

1) Akta Jual Beli (AJB) bilamana sudah tercapai kesepakatan mengenai harga

tanah termasuk didalamnya cara pembayaran dan siapa yang menangung

biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara pihak penjual dan pembeli,

maka para pihak harus menghadap kepada PPAT untuk membuat akta jual

beli tanah.

2) Persyaratan Akta Jual Beli (AJB) Hal-hal yang diperlukan dalam membuat

Akta Jual Beli tanah di kantor PPAT adalah sebagai berikut:

- Syarat-syarat yang harus dibawa penjual:

1. Asli sertifikat hak atas tanah yang akan dijual;

2. Kartu Tanda Penduduk;

3. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepuluh

tahun terakhir;

66 Bachtiar Effendi, Op. cit., hal. 84;

67 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Tata Cara Jual Beli Tanah dan Balik
Nama Sertipikat, http://kab-kendal.bpn.go.id/Propinsi/Jawa-Tengah/Kabupaten- Kendal/Artikel
/TATA-CARA-JUAL-BELI-TANAH-DAN-BALIK-NAMA-SERTIPIKAT.aspx, diunduh pada
tanggal 25 Mei 2012;
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4. Surat persetujuan suami isteri serta kartu keluarga bagi yang

telah berkeluarga.

- Syarat-syarat yang harus dibawa oleh Calon Pembeli:

1. Kartu Tanda Penduduk

2. Kartu Keluarga

3. Proses pembuatan AJB di Kantor PPAT

3) Persiapan pembuatan AJB sebelum dilakukan proses jual beli:

a. Dilakukan pemeriksaan mengenai keaslian dari sertipikat termaksud

di kantor Pertanahan untuk mengetahui status sertifikat saat ini seperti

keasliannya, apakah sedang dijaminkan kepada pihak lain atau sedang

dalam sengketa kepemilikan, dan terhadap keterangan sengketa atau

tidak, maka harus disertai surat pernyataan tidak sengketa atas tanah

tersebut;

b. Terkait status tanah dalam keadaan sengketa, maka PPAT akan

menolak pembuatan AJB atas tanah tersebut;

c. Calon pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli

tanah tersebut maka tidak lantas menjadi pemegang hak atas tanah

yang melebihi ketentuan batas luas maksimum;

d. Surat pernyataan dari Penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam

keadaan sengketa;

e. Penjual diharuskan membayar Pajak Penghasilan (Pph) sedangkan

pembeli diharuskan membayar bea perolehan hak atas tanah dan

Bangunan (BPHTB).

4) Pembuatan Akta Jual Beli

a. Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli

atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis;

b. Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua

orang saksi;

c. PPAT akan membacakan serta menjelaskan mengenai isi dan maksud

pembuatan akta,
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d. Bila isi akta disetujui maka oleh penjual dan calon pembeli akta

tersebut akan ditandatangani oleh para pihak, sekaligus saksi dan

pejabat pembuat akta tanah sendiri;

e. Akta dibuat dua lembar asli, satu disimpan oleh di kantor PPAT dan

lembar lainnya akan disampaikan kepada kantor pertanahan setempat

untuk keperluan peralihan hak/balik nama atas tanah,

f. Kepada masing-masing pihak yakni penjual dan pembeli akan

diberikan salinannya;

5) Setelah Pembuatan Akta Jual Beli

a. Setelah Akta Jual Beli selesai dibuat, PPAT menyerahkan Lembar

Pertama Akta Jual Beli dan dokumen-dokumen pendukungnya

tersebut ke kantor pertanahan untuk keperluan pencatatan peralihan

hak/balik nama sertipikat; dan

b. Penyerahan akta harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut oleh para pihak;

c. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan meliputi:

1. Surat permohonan balik nama yang telah ditandatangani

pembeli,;

2. Akta Jual Beli dari PPAT;

3. Sertipikat hak atas tanah;

4. Kartu Tanda Penduduk kedua belah pihak yaitu Penjual dan

Pembeli;

5. Bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (Pph);

6. Bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (BPHTB);

6) Proses di Kantor Pertanahan

a. Saat berkas diserahkan kepada kantor pertanahan, maka kantor

pertanahan akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan

balik nama kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutkan

akan diberikan kepada pembeli;
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b. Nama pemegang hak lama (Penjual) dalam buku tanah dan sertipikat

akan dicoret dengan tinta hitam dan diberi paraf oleh kepala kantor

pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;

c. Nama pemegang hak yang baru (Pembeli) selaku pemegang hak atas

tanah yang baru akan ditulis pada halaman dan kolom yang terdapat

pada buku tanah dan sertipikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan

serta tandatangan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang

ditunjuk; dan

d. Dalam waktu 14 (empat belas) hari pembeli berhak mengambil

sertipikat yang sudah dibalik atas nama pembeli di kantor pertanahan

setempat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Sita Jaminan

2.3.1 Pengertian Sita Jaminan

Apabila seseorang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tentunya

pihak Penggugat selain mengharapkan agar memperoleh Putusan yang

menguntungkan baginya, tetapi juga berharap bahwa Putusan tersebut dapat

dilaksanakan. Apalah artinya kemenangan Penggugat atas gugatannya namun

tidak dapat dilaksanakan, karena pihak Tergugat sudah tidak lagi mempunyai

harta kekayaan yang dapat digunakan untuk melaksanakan Putusan gugatan

tersebut, hanya karena seluruh harta kekayaan Tergugat telah dialihkan

kepemilikannya atau dijual kepada pihak ketiga lainnya.68

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, memungkinkan pihak yang

sudah dikalahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri untuk naik banding, kemudian

setelah banding masih ada upaya hukum kasasi, pada azasnya Putusan tidak dapat

dilaksanakan sebelum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang akan

memerlukan waktu bertahun-tahun, sehingga oleh sebab itulah maka dalam suatu

proses peradilan dikenal dengan adanya upaya permohonan sita jaminan atau

conservatoir beslag yang dimohonkan oleh Penggugat kepada pengadilan

68 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cet. ke-4,
(Bandung : Mandar Maju, 2005), hal. 90-91;
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sehubungan dengan gugatannya, agar harta kekayaan Tergugat tidak dapat

dialihkan kepemilikannya atau dijual kepada pihak lain.

Secara yuridis sita jaminan merupakan tindakan hukum yang sangat

eksepsional, artinya sita jaminan dapat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok

perkara di persidangan ataupun sebelum adanya Putusan. Seolah-olah pengadilan

telah menghukum Tergugat terlebih dahulu sebelum pengadilan menyatakan

Tergugat bersalah berdasarkan Putusan pengadilan. Oleh sebab itu penerapan dari

pengabulan permohonan sita jaminan harus dilakukan oleh pengadilan dengan

sangat berhati-hati sekali, harus ada alasan yang kuat dan didukung dengan fakta-

fakta yang mendasar bahwa sita tersebut perlu dilakukan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa istilah penyitaan berasal dari

terminologi Beslag (Belanda), dan menurut terminologi bahasa Indonesia kata

beslag berarti sita atau penyitaan. Beberapa pengertian penyitaan yaitu: 69

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan Tergugat selama paksa berada ke

dalam keadaan penjagaan;

2. Tindakan paksa penjagaan (custody) itu ditahukan secara resmi (official)

berdasarkan permintaan pengadilan atau hakim;

3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang

disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat

pembayaran atas keputusan hutang debitur atau Tergugat dengan jalan

menjual lelang (exsekutorial verkoop) barang yang disita tersebut;

4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses

pemeriksaan, sampai ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Pada hakikatnya penyitaan merupakan perintah perampasan atas harta

sengketa atau harta kekayaan Tergugat. Perintah perampasan itu, dilakukan

pengadilan dalam surat penetapan berdasarkan permohonan Tergugat.

Perampasan harta Tergugat tersebut dapat berupa:70

69 M. Yahya Harahap (b), Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 28;

70 Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan, (Jakarta : PT. Tata
Nusa, 2004), hal. 11;
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a. Bersifat Permanen

Penyitaan bisa bersifat permanen, apabila penyitaan kelak dilanjutkan

dengan perintah penyerahan kepada Penggugat berdasarkan Putusan yang

telah berkekuatan hukum tetap, atau apabila penyitaan dilanjutkan kelak

dengan penjualan lelang untuk melunasi pembayaran hutang Tergugat

kepada Penggugat.

b. Bersifat Temporer (Sementara)

Penyitaan yang dilakukan atas harta sengketa atau harta kekayaan Tergugat

dapat dinyatakan bersifat temporer apabila hakim memerintahkan

pengangkatan sita. Perintah pengangkatan sita jaminan yang seperti ini

terjadi berdasarkan surat penetapan pada saat proses persidangan mulai

berlangsung, dan bisa juga dilakukan hakim sekaligus pada saat

menjatuhkan Putusan, apabila gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) diajukan oleh Penggugat kepada

pengadilan sehubungan dengan gugatannya. Sita jaminan yang diletakkan

bertujuan untuk menjamin keutuhan dan keberadaan atas suatu barang tak

bergerak, sehingga terpelihara selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan

demikian pada saat Putusan telah berkekuatan hukum tetap maka barang tak

bergerak tersebut dapat dieksekusi riil dengan jalan mengosongkan atau

membongkar bangunan yang ada di atasnya serta menyerahkan kepada

Penggugat. Dengan demikian sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk

menjamin pelaksanaan suatu Putusan di kemudian hari, barang-barang milik

Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses

persidangan berlangsung, terlebih dahulu disita sehingga barang-barang tersebut

tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, atau dipindah tangankan hak miliknya

kepada orang lain.71

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Sita Jaminan

71 M. Yahya Harahap (b), Op. cit., hal. 3
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Adapun tujuan utama dari sita jaminan atau conservatoir beslag penyitaan

atas suatu barang untuk menjaga kemungkinan agar barang tersebut tidak

dihilangkan atau dialihkan kepada pihak ketiga selama perkara masih berlangsung

dan belum adanya Putusan Pengadilan atau belum mempunyai kekuatan hukum

tetap, yang mana barang tersebut antara lain adalah benda bergerak dan benda

tidak bergerak, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Penggugat agar

gugatannya tidak hampa. Dengan demikian suatu sita jaminan terhadap uang atau

barang yang dimintakan oleh Penggugat kepada pengadilan adalah untuk

memastikan agar tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dapat dilaksanakan atau

dieksekusi, apabila pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut.

Tujuan lain dari sita jaminan adalah bahwa untuk menjamin pelaksanaan

suatu Putusan di kemudian hari atas barang-barang milik Tergugat baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak, selama proses perkara berlangsung terlebih

dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang

sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjual-belikan atau dipindah-tangankan

kepada orang lain. Dengan diletakkan sita pada barang milik Tergugat, barang itu

tidak dapat dialihkan Tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai

Putusan berkekuata dan hukum tetap. Apabila Tergugat tidak memenuhi

pembayaran secara sukarela, pelunasan utang atau ganti rugi itu diambil secara

paksa barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan demikian, tindakan

penyitaan barang milik Tergugat sebagai debitur adalah bukan untuk diserahkan

dan dimiliki oleh Penggugat (pemohon sita), namun diperuntukkan guna melunasi

pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat.72

Bahwa M. Yahya Harahap memberikan beberapa tujuan dari penyitaan

yaitu:73

1. Agar Gugatan Tidak Illusoir

Adapun tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan

Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli,

penghibahan atau tindakan pengalihan lainnya. Maupun juga tidak dibebani

72 M. Yahya Harahap (b), Op. cit.,, hal. 339-340;

73 Ibid., hal. 285-286;
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dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada Pihak Ketiga. Maksudnya

agar menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat tetap utuh

seperti semula, selama proses penyelesaian perkara sedang berlangsung,

agar pada saat Putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan barang

yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat;

2. Obyek Eksekusi Sudah Pasti

Pada saat permohonan sita diajukan, Penggugat harus menjelaskan dan

menunjukkan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis,

ukuran dan batas-batasnya. Atas permohonan itu, pengadilan melalui juru

sita memeriksa dan meneliti kebenran identitas barang pada saat penyitaan

dilakukan. Bertitik tolak dari permohonan dan pelaksanaan sita, sejak

semula sudah diketahui dan pasti obyek barang disita. Hal ini memberikan

kepastian atas obyek eksekusi, apabila Putusan telah berkekuatan hukum

tetap. Kepastian obyek eksekuis atas barang sita atas barang sitaan semakin

sempurna sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung yang menyatakan,

kalau Putusan telah berkekuatan hukum tetap maka barang yang disita demi

hukum langsung menjadi sita eksekusi.74 Dengan demikian maka barang

yang disita:

- Dapat langsung diserahkan kepada pihak Penggugat, jika perkara yang

terjadi mengenai sengketa hak milik, atau;

- Dapat langsung dieksekusi melalui penjualan lelang, jika perkara yang

terjadi adalah sengketa hutang-piutang atau tuntutan ganti rugi

berdasarkan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.

Penyitaan dalam sita jaminan bukan dimaksudkan untuk melelang, atau

menjual barang yang disita, namun hanya disimpan (conserveer) oleh Pengadilan

dan tidak boleh dialihkan atau dijual oleh termohon atau Tergugat. Dengan

adanya penyitaan, Tergugat kehilangan kewenangannya untuk menguasai barang,

sehingga seluruh tindakan Tergugat untuk mengasingkan, atau mengalihkan

barang-barang yang dikenakan sita tersebut, adalah tidak sah dan merupakan

74 Himpunan Tanya Jawab Rakerda MA-RI Tahun 1987-1993, hal. 177;
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tindak pidana yang dapat dikenakan pidana oleh Pasal 231 dan Pasal 232

KUHPidana.

Suatu sita jaminan dinyatakan sah dan berharga dengan adanya suatu

penetapan pengadilan. Permohonan sita jaminan diajukan kepada Ketua

Pengadilan Negeri, yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pihak yang

memegang barang obyek sita jaminan. Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (4)

dan Pasal 227 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (untuk selanjutnya disebut

dengan HIR) menyatakan bahwa pada hari pertama persidangan akan sangat

menentukan sah atau tidaknya permohonan sita jaminan, sehingga dapat

disimpulkan, bahwa permohonan sita tentunya diajukan sebelum hari pertama

sidang, sehingga apabila pada hari pertama gugatan diterima, maka penyitaan

akan dilanjutkan, sebaliknya, apabila gugatan ditolak, maka sita akan diangkat.

Pasal 198 ayat (1) HIR menyatakan bahwa terhadap penyitaan barang tidak

bergerak yang dilakukan oleh panitera pengadilan, maka pengadilan akan

mengeluarkan terlebih dahulu berita acara sita atas barang tidak tetap untuk

diumumkan kepada masyarakat umum. Selanjutnya Pasal 199 HIR menyatakan

bahwa terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itu

diumumkan maka pihak yang disita barangnya itu tidak dapat lagi mengalihkan,

membebankan dengan Hak Tanggungan maupun menyewakan barang sitaan

tersebut kepada pihak ketiga. Segala perjanjian yang dibuat bertentangan dengan

larangan tersebut, tidak dapat dipakai untuk melawan atau mencegah tindakan

penyitaan oleh Panitera Pengadilan.

2.3.3 Tata Cara Sita Jaminan

Permasalahan yang berkenaan dengan keabsahan dan kekuatan mengikat

suatu sita jaminan selalu dihubungkan dengan tata cara pelaksanaan penyitaan itu

sendiri. Tata cara pelaksanaan penyitaan adalah merupakan suatu rangkaian tata

cara atau urutan yang harus dilakukan dalam melakukan penyitaan oleh jurusita

sampai pada pembuatan berita acara penyitaan, sedangkan formalitas keabsahan

dan kekuatan mengikatnya sita yang telah diletakkan atas suatu harta kekayaan

Tergugat masih ada yang harus dilaksanakan agar sita tersebut menjadi sah dan

mengikat pihak ketiga.
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Syarat formalitas harus dipenuhi agar sita jaminan yang dilakukan

mempunyai keabsahan dan kekuatan mengikat, sebab bila tidak maka dapat

memberikan peluang kepada pihak Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik

untuk mengalihkan hartanya tersebut kepada pihak ketiga. Adapun syarat-syarat

formalitas yang harus dipenuhi tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:75

1) Pengumuman Berita Acara Sita

Pengumuman berita acara sita termasuk salah satu syarat formil yang

akan mendukung keabsahan dan kekuatan mengikat sita jaminan yang telah

dilaksanakan. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka secara yuridis sita

jaminan belum sah bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

terutama kepada pihak ketiga.

Pengumuman berita acara sita bertujuan untuk memberitahukan

kepada masyarakat luas tentang telah diletakkan penyitaan atas harta

kekayaan Tergugat, sehingga status barang tersebut dapat diketahui oleh

masyarakat. Pengumuman berita acara sita tersebut haruslah menurut tata

cara yang diatur oleh Undang-Undang yaitu Pasal 198 HIR atau Pasal 213

Rbg, yaitu untuk penyitaan yang diletakkan terhadap barang tidak bergerak,

tata cara pengumumannya dengan cara mendaftarkannya di kantor

pencatatan yang ditentukan untuk jenis barang yang tidak bergerak. Di

kantor pendaftaran yang bersangkutanlah berita acara sita dicatat.

Jika yang disita adalah tanah, maka apabila tanah tersebut telah

bersertipikat pendaftaran berita acara sitanya harus dicatatkan di kantor

pertanahan setempat, sehingga dapat dicatat di buku tanah yang berada di

kantor pertanahan tersebut. Kelalaian memenuhi pendaftaran berita acara

sita pada Kantor Pertanahan setempat, mengakibatkan penyitaan tidak

mengikat kepada Pihak Ketiga. Apabila tanah tersebut belum bersertipikat,

maka pendaftaran berita acara sitanya dicatatkan dalam buku letter C di

kantor Kepala Desa (Kelurahan) dimana tanah tersebut berada.

Pendaftaran berita acara sita yang dianggap memenuhi persyaratan

pengumuman sita jaminan atas benda yang tidak bergerak, harus

75 M. Yahya Harahap (b), Op. cit. hal. 78-86;
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mencantumkan jam, hari, bulan dan tahun pendaftaran, maka terhitung sejak

jam, hari, bulan dan tahun pendaftaran berita acara sita jaminan telah sah

dan mengikat atas barang yang disengketakan atau harta kekayaan Tergugat.

Terhitung sejak saat itu pihak tersita (Tergugat) tidak diperbolehkan dan

dilarang untuk memindahtangankan barang yang disita tersebut, baik berupa

penjualan, penghibahan, atau penyerahannya kepada pihak ketiga.

Pelanggaran atas larangan tersebut menimbulkan akibat hukum, dari segi

hukum perdata pemindahan tersebut dianggap batal demi hukum, dan dari

segi hukum pidana Tergugat dapat diancam dengan tindak pidana yang

diatur dalam Pasal 231 KUHP.

Adanya pengumuman berita acara sita bertujuan agar setiap orang

bebas untuk melihatnya sehingga mereka mengetahui status barang tersebut.

dengan demikian bagi pihak lain yang ingin membeli atau menyewa suatu

barang yang tidak bergerak, semestinya lebih dahulu memeriksanya di

kantor pertanahan setempat, untuk mengetahui secara pasti apakah

barang/tanah itu sedang berada dalam sita jaminan Pengadilan Negeri atau

tidak. Sebab bila tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dapat

menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang membeli barang tersebut dan

berakibat batalnya jual beli.

Tugas untuk mengumumkan berita acara penyitaan dibebankan

kepada panitera atau juru sita. Kelalaian juru sita yang tidak mendaftarkan

berita acara penyitaan tersebut dapat merugikan pihak Penggugat. Apabila

tidak dicatatkan maka pihak Tergugat (tersita) dapat mengalihkan

barang/harta yang disita. Oleh sebab itu, demi kepentingan Penggugat maka

sudah sewajarnya bagi Penggugat untuk ikut mengawasi pelaksanaan

pengumuman dan pendaftaran berita acara tersebut.

Selain pengumuman berita acara sita, masih ada kewajiban yang harus

dilakukan oleh juru sita. Juru sita yang melaksanakan penyitaan tersebut

harus memerintahkan kepada Kepala Desa, letak barang/tanah yang akan

disita tersebut berada, untuk mengumumkan adanya penyitaan terhadap

suatu barang yang tidak bergerak yang dikenakan terhadap harta Tergugat.

Cara pengumumannya dilakukan oleh Kepala Desa menurut kebiasaan
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setempat, dengan sedapat mungkin diketahui secara luas oleh masyarakat,

bisa melalui pengumuman di kantor Kepala Desa, di balai desa, dan lainnya.

2) Pernyataan Sah dan Berharga

Syarat formil lainnya yang juga harus dipenuhi adalah berupa

pernyataan majelis hakim yang menegaskan sita jaminan yang telah

dilaksanakan oleh juru sita telah sebagai “sah dan berharga”. Syarat formil

pernyataan sah dan berharga ini ditetapkan oleh majelis hakim yang

memerintahkan penyitaan. Syarat formil ini lazim disebut pernyataan

berharga atau van waarde verklaard.

Mengenai tata cara dan saat pengumuman pernyataan dimaksud

dilakukan dengan cara menyatakan sah dan berharga sita jaminan di

persidangan, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Hakim ketua majelis wajib menyebut tanggal, bulan dan tahun serta nomor

berita acara penyitaan. Pernyataan sah dan berharga tersebut dapat

dinyatakan di persidangan tergantung dari waktu sita jaminan dilaksanakan

dikaitkan dengan proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Pernyataan tersebut dapat dilakukan pada sidang pertama apabila penyitaan

telah dilakukan mendahului pemeriksaan perkara, atau dilakukan oleh

hakim ketua majelis pada sidang berikutnya jika pelaksanaan penyitaan

dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung, atau

dapat juga diumumkan dalam persidangan khusus, artinya pelaksanaan sita

jaminan dilakukan setelah pokok perkara diputuskan oleh pengadilan.

Pengumuman yang telah dilakukan tersebut sebagaimana juga setiap

peristiwa yang terjadi di persidangan haruslah dicatat oleh panitera dalam

berita acara persidangan.

Pernyataan sah dan berharga sita jaminan di persidangan saja

belumlah sempurna memenuhi persyaratan pengumuman. Agar persyaratan

pengumuman di persidangan benar-benar sempurna atau sah dan berharga,

dan ini sifatnya mutlak, maka haruslah majelis hakim menegaskan dalam

amar Putusannya. Jadi sita jaminan yang telah diumumkan sah dan berharga

di persidangan, dinyatakan lagi secara tegas dalam amar Putusan pokok
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perkara dengan rumusan baku berbunyi : menyatakan sah dan berharga sita

jaminan (conservatoir beslag).

Mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan dijelaskan dalam Pasal 227

ayat (3) HIR. Tata caranya tunduk kepada ketentuan yang digariskan oleh Pasal

197, Pasal 198 dan Pasal 199 HIR. Apabila sita jaminan menyangkut mengenai

barang bergerak maka syarat pelaksanaannya tunduk kepada Pasal 197 HIR,

sedangkan apabila menyangkut mengenai barang tak bergerak maka berlaku

segala ketentuan dalam Pasal 198 HIR, yaitu wajib mendaftarkan dan

mengumumkan berita acara penyitaan di kantor pendaftaran yang berwenang

untuk itu.

M. Yahya Harahap menjelaskan dari Pasal 198 HIR tersebut maka dapat

ditarik pokok-pokok tata cara dari sita jaminan yakni sebagai berikut:76

1. Berdasarkan Perintah Ketua Majelis

Bahwa landasan utama pelaksanaan sita jaminan apabila permohonan sita

jaminan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sita jaminan dilaksanakan

berdasarkan penetapan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk surat

penetapan yang diterbitkan oleh Ketua PN atau majelis yang bersangkutan,

dimana surat tersebut berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk

melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat;

2. Panitera Melaksanakan Sita Jaminan

Pejabat yang berfungsi untuk melaksanakan perintah penyitaan adalah

panitera Pengadilan Negeri. Dalam hal panitera berhalangan maka dapat

diganti oleh pejabat atau pegawai lain berdasarkan penunjukkan yang

dilakukan oleh panitera yang bersangkutan. Tidak mutlak harus panitera,

bahkan sekarang ini tugas melaksanakan penyitaan tersebut dilakukan oleh

juru sita yang secara khusus bertugas untuk itu berdasarkan surat

pengangkatan;

3. Memberitahukan Penyitaan kepada Tergugat.

76 M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 342-343;
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Pemberitahuan perihal penyitaan adalah merupakan syarat formil yang

harus dipenuhi agar dapat terlaksananya sita. Pemberitahuan tersebut berisi

mengenai hari, tanggal, bulan, tahun dan jam serta tempat dilaksanakannya

penyitaan. Tujuannya adalah agar Tergugat menghadiri penyitaan dan

pelaksanaan sita yang tidak diberitahukan kepada terggat adalah tidak sah;

4. Juru Sita Dibantu oleh 2 (dua) Orang Saksi.

Dalam melakukan penyitaan, juru sita harus dibantu oleh dua orang saksi,

saksi-saksi tersebut bisa pegawai Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau

orang lain, dan disebutkan dalam berita acara secara jelas : nama dan tempat

tinggal saksi serta pekerjaan para saksi, harus berusia 21 (duapuluh satu)

tahun atau lebih, Warga Negara Indonesia dan sudah cakap dalam hukum.

Saksi juga dapat berasal dari kepala desa atau warga setempat namun tidak

diwajibkan;

5. Pelaksanaan Sita Dilakukan di Tempat Barang Terletak.

Pelaksanaan sita jaminan harus secara langsung di tempat dimana barang

yang akan disita tersebut berada, terutama apabila barang yang hendak disita

adalah benda tidak bergerak baik berupa tanah atau rumah. Juru sita dan

saksi yang melaksanakan penyitaan harus mendatangi tempat barang tak

bergerak yang hendak disita. Terhadap penyitaan barang tak bergerak, juru

sita dan saksi harus mengukur dan mencocokkan luas dan batas-batasnya

sesuai yang disebut dalam permohonan sita;

6. Membuat Berita Acara Sita.

Berita acara sita adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh juru sita,

sebab tanpa berita acara sita, maka penyitaan tidak sah secara formil dan

dianggap tidak pernah ada (never existed) serta tidak mempunyai kekuatan

hukum (no legal force). Isi daripada suatu berita acara sita pada pokoknya

mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Menyebut nomor, tanggal, dan tahun surat penetapan perintah sita,

sebagai dasar pelaksanaan sita;
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b. Menyebut jam, tanggal, hari dan bulan dan tahun pelaksanaan

penyitaan;

c. Mencantumkan nama, pekerjaan dan tempat tinggal saksi-saksi;

d. Menyebut secara jelas dan rinci-rinci serta jumlah barang yang disita;

e. Jika tersita hadir, dibuat penjelasan bahwa berita acara dibuat di

hadapan tersita, sedangkan apabila tersita tidak hadir maka harus dicatat

dalam berita acara;

f.Penegasan penjagaan sita diserahkan kepada tersita;

g. Berita acara ditandatangani juru sita dan kedua orang saksi.

7. Meletakkan Barang Sitaan di Tempat Semula.

Hal ini sehubungan dengan prinsip yang meliputi beberapa aspek hukum

yang harus ditegakkan pengadilan dalam melaksanakan sita:

a. Penjagaan sita atas barang bergerak atau tidak bergerak harus

diserahkan kepada tersita dan tersita dilarang mengalihkan maupun

menyerahkan penjagaan dan penguasaan kepada pemohon sita

(Penggugat) atau kepada pihak ketiga;

b. Tersita berhak penuh memakai, menikmati, atau mengoperasikan

kegiatan usaha yang melekat pada barang sita, kecuali apabila

pemakaian itu berakibat barang sitaan menjadi habis dalam pemakaian.

8. Menyatakan Sita Sah dan Berharga.

Pasal 226 ayat (9) HIR memerintahkan hakim untuk menyatakan sita sah

dan berharga (goed en van warken verklaren), apabila gugatan Penggugat

dikabulkan. Pernyataan sita sah dan berharga harus disebutkan dalam

diktum amar Putusan yang bersifat deklaratif dengan menyatakan sita

jaminan sah dan berharga. Meskipun sita dijalankan sebelum pemeriksaan

dan sebelum dijatuhkannya Putusan, saat dan pengucapan Putusan, dengan

cara mencantumkannya dalam amar Putusan. Selama proses pemeriksaan

berjalan, secara formil belum melekat sifat sah dan berharga, dan sewaktu-

waktu dapat dicabut atau diangkat oleh pengadilan.
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2.3.4 Sahnya Sita Jaminan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sita jaminan yang

diletakkan atas harta Tergugat baru dapat dianggap sempurna mempunyai

kekuatan hukum mengikat kepada semua pihak (dalam hal ini para pihak yanag

berperkara maupun pihak ketiga) apabila telah sempurna dipenuhinya syarat-

syarat formil yaitu:

a. Pendaftaran (pengumuman berita acara sita jaminan) di kantor pencatatan

yang berwenang untuk itu.

b. Pernyataan sah dan berharga sita jaminan dalam persidangan sesuai tata cara

yang ditentukan.

c. Mencantumkan pernyataan sah dan berharga dalam amar Putusan.

Jika salah satu syarat formil tersebut diabaikan, kekuatan hukum mengikat

belum melekat pada suatu sita jaminan. Dengan demikian sita jaminan tersebut

tidak membawa akibat hukum apa-apa bagi para pihak terutama kepada pihak

ketiga. Namun dalam praktek, kealpaan dan kelalaian memenuhi syarat formil

pencantuman pernyataan sah dan berharga sita jaminan dalam amar Putusan selalu

dapat dimaafkan. Kelalaian tersebut tidak dianggap mutlak membatalkan sita

jaminan, dan dapat diperbaiki, bahkan selalu diperbaiki oleh peradilan yang lebih

tinggi, misalnya terjadi kesalahan di Pengadilan Negeri, maka kelalaian tersebut

akan diperbaiki dan disempurnakan oleh peradilan tingkat banding atau tingkat

kasasi.

Dari syarat formil yang ada, maka syarat pendaftaran (pengumuman) adalah

bersifat mutlak, kelalaian atas syarat ini tidak dapat ditolerir sebagaimanakelalaian

atas pencantuman pernyataan sah dan berharga dalam amar Putusan. Apabila

syarat formil pendaftaran (pengumuman) tidak dilaksanakan oleh Pengadilan

Negeri, maka sejak semula sita jaminan tidak mengikat dan tidak mempunyai

akibat hukum apa-apa terutama kepada pihak ketiga. Sita yang demikian

selamanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi pada dasarnya

kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak terutama kepada pihak ketiga dari

suatu sita jaminan yang dilakukan, adalah pada terpenuhinya syarat pendaftaran di
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kantor pendaftaran yang telah ditentukan untuk itu, misalnya untuk tanah adalah

di kantor pertanahan dimana tanah yang disita itu berada.

Dalam hal terjadi penyitaan dua kali terhadap barang/tanah yang sama,

untuk menentukan sita jaminan yang mana yang dianggap sah dan mengikat,

maka harus kembali melihat kepada syarat formil pendaftaran (pengumuman)

yaitu pada jam, tanggal, hari, bulan dan tahun dari pendaftaran sita jaminan

tersebut. Artinya walaupun sita jaminan yang didaftarkan tersebut adalah

merupakan tindakan penyitaan yang terakhir, namun yang didaftarkan terlebih

dahulu adalah sita jaminan tersebut, maka sita jaminan yang didaftarkan terlebih

dahulu adalah yang sah dan mengikat.

Jangkauan kekuatan mengikat dari suatu sita jaminan adalah meliputi para

pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat), dan orang lain atau pihak ketiga

yang tidak terlihat dengan perkara tersebut. namun sifat kekuatan hukum

mengikatnya terhadap pihak ketiga, tidak sampai menghapuskan atau

mengugurkan hak pihak ketiga. Pihak ketiga dapat mengajukan upaya hukum

yang bertujuan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya atas barang yang

disita, yaitu dengan mengajukan upaya hukum berupa gugatan, bantahan atau

perlawanan (darden verzet) atas penyitaan berdasarkan hak milik. Kekuatan

hukum mengikat dari sita jaminan kepada pihak ketiga hanya bersifat larangan

untuk mengadakan transaksi pengalihan hak dari Tergugat kepada pihak ketiga,

baik berupa jual beli, hibah, sewa menyewa, serta pembebanan dengan lembaga

jaminan.

Kekuatan mengikat dari suatu sita jaminan yang dilaksanakan tentunya

membawa akibat hukum bagi pihak yang terkena sita jaminan tersebut. Ada dua

akibat hukum yang dapat dikemukakan, yaitu:77

1. Pemindahan atau Pembebanan Batal Demi Hukum

Apabila sita jaminan telah sah dan berharga, maka terhitung sejak tanggal

keabsahannya, sita jaminan tersebut telah mengikat kepada pihak Tergugat

maupun pihak ketiga berupa larangan untuk:

a. Mengalihkan kepada pihak ketiga (menjual, menghibahkan atau

menukarkan);

77 Ibid., hal. 93-99;
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b. Membebankan dengan lembaga jaminan kepada pihak ketiga berupa

membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau

mempersewakan.

Pelanggaran atas pelarangan berdasarkan hukum tersebut di atas

mengakibatkan tindakan pengalihan atau pembebanan yang dilakukan

antara pihak Tergugat dengan pihak ketiga menjadi batal demi hukum. Akan

tetapi sebaliknya, jika barang/tanah yang disita belum didaftarkan

(diumumkan) di kantor pencatatan, maka sita jaminan tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan kata lain tidak

membawa akibat hukum apapun bagi para pihak yang berperkara dan

terutama bagi pihak ketiga. Dengan demikian maka batal demi hukum tidak

hanya jual beli/pengalihan haknya saja, tetapi juga termasuk tindak lanjut

yang mengikuti pelanggaran pengalihan atau pembebanan. Sebagai contoh

adalah : apabila Tergugat menjual tanah yang telah disita, maka jual beli

tersebut, termasuk Akta PPAT dan Sertipikat yang telah balik nama atas

nama pembeli, menjadi batal demi hukum. Sehingga secara yuridis,

sertipikat yang timbuk dari pelanggaran pengalihan tersebut menjadi tidak

berkekuatan hukum atau no legal force.

2. Mempunyai Kekuatan Sita Eksekusi (eksekutorial beslag)

Akibat hukum yang lainnya adalah sita jaminan dengan sendirinya menjadi

sita eksekutorial. Artinya terhadap barang sita jaminan dapat dilakukan

eksekusi apabila gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan Putusan yang

telah berkekuatan hukum tetap. Akibat hukum yang terkandung dalam

makna “sita eksekusi dengan sendirinya menjadi sita eksekusi” adalah

suatu kekuatan hukum memaksa kepada pihak Tergugat untuk tunduk

mematuhi eksekusi atas barang/tanah yang berada dalam sita jaminan.

2.3.5 Pencabutan Sita Jaminan

Yang dimaksud dengan pencabutan sita jaminan adalah pembatalan dan

perintah pengangkatan sita yang sudah sempat dilaksanakan, dan pembatalan itu
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dilakukan oleh hakim baik sewaktu proses persidangan masih berjalan ataupun

pada saat Putusan akhir dijatuhkan. Dari pengertian tersebut, memberi kejelasan

kepada kita bahwa hukum membuka kemungkinan untuk membatalkan dan

memerintahkan pengangkatan sita jaminan yang sudah dilaksanakan. Dengan kata

lain hakim berwenang untuk membatalkan dan sekaligus memerintahkan

pengangkatan sita.

Pencabutan atas sita jaminan yang telah dilaksanakan tentunya harus

berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan-alasan atau dasar-

dasar yang dibenarkan oleh hukum tersebut adalah:78

1. Berdasarkan Penolakan Gugatan

Apabila gugatan Penggugat ditolak oleh hakim, sita jaminan yang sudah

sempat dilaksanakan otomatis dibatalkan dan diangkat. Hal itu sesuai

dengan sifat sita jaminan yang keberadaannya dalam suatu perkara

tergantung dari gugatan pokok. Sifat pembatalannya adalah imperatif atau

memaksa, sehingga apabila gugatan Penggugat ditolak maka hakim harus

mencabut sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut. pembatalan atau

pencabutan sita jaminan tersebut harus dinyatakan dalam Putusan akhir dan

tercantum dalam amar Putusan sebagai syarat formil sahnya pencabutan

tersebut, sebab bila tidak tercantum dalam amar Putusan maka akan

berakibat tetap melekatnya sita jaminan tersebut atas barang yang disita, dan

dengan sendirinya pengangkatan sita jaminan tidak bisa dilakukan.

2. Pencabutan Dibarengi dengan Penggantian Jaminan

Yang dimaksud adalah sita jaminan dicabut karena ada penggantian barang

jaminan, dengan cara sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut dicabut

dan berbarengan dengan itu sita langsung dialihkan terhadap barang lain

sebagai penggantinya. Cara pencabutan tersebut harus memenuhi syarat

yaitu, pertama, pencabutan sita jaminan tersebut harus berdasarkan adanya

permohonan yang diajukan baik oleh pihak Tergugat/Tersita, maupun pihak

ketiga. Kedua, pihak yang mengajukan permohonan pencabutan sita

jaminan tersebut, harus menyerahkan barang lain sebagai pengganti jaminan

78 Retnowulan Sutantio, Op. cit., hal. 113-128;
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sebelumnya. Dan ketiga, barang pengganti tersebut nilainya harus cukup

dan sesuai dengan nilai gugatan Penggugat, bisa beberapa barang pengganti

atau satu saja tapi yang terpenting nilainya tidak boleh lebih kecil.

3. Pencabutan Berdasakan Penggugat Tidak Dapat Membuktikan

Dalam hal ini, Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan barang yang

disita adalah milik Tergugat, pada saat pemeriksaan/persidangan, sebaliknya

Tergugat dapat memberikan bukti dan fakta bahwa barang tersebut bukan

milik Tergugat.

4. Pencabutan Berdasar Kekeliruan

Yang dimaksud adalah bahwa atas sita jaminan yang dilaksanakan tersebut

ternyata telah terjadi kekeliruan baik kekeliruan tentang hak milik (barang

yang disita bukan milik Tergugat), jenis barang yang disita salah, jumlah

atau ukuran barang yang disita keliru, atau batas dan letak barang yang

disita salah. Sumber utama kekeliruan adalah dari pihak Penggugat yang

salah memberikan data barang yang akan disita.

5. Pencabutan Berdasarkan Darden Verzet

Artinya bahwa terhadap sita jaminan yang dilakukan, pihak ketiga yang

ternyata adalah sebagai pemilik mengajukan perlawanan atau darden verzet

guna membela dan melindungi hak dan kepentingannya yang dirugikan atas

sita yang dilakukan, dan itu dibenarkan oleh undang-undang.

B. POSISI KASUS DAN ANALISA PUTUSAN PENINJAUAN

KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI No. 278 PK/Pdt/2010

2.4 Uraian Singkat Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari jual beli antara Tuan Johanes Irwanto Putro

(Penggugat) selaku pembeli dengan Nyonya Janda Griet Patras Tarandung

(Tergugat I) selaku penjual, dengan obyek jual beli berupa sebidang tanah negara

seluas 5.565 m2 (lima ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) dengan surat
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ukur No. 84 tertanggal 11 Agustus 1920, yang dikenal sebagai Jalan Mangkubumi

No. 18-20-22 Yogyakarta. Namun setelah jual beli dilakukan tanah tersebut belum

diserahkan oleh pihak penjual kepada Tuan Johanes Irwanto Putro, ternyata

diketahui bahwa tanah tersebut tengah diduduki dan dikuasai oleh Tuan Hengkie

Soediono (Tergugat IV). Berdasarkan tindakan Tuan Hengkie Soediono tersebut

maka Tuan Johanes Irwanto Putro selaku Penggugat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sehubungan dengan gugatan tersebut,

Penggugat juga mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas

tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut.

Adapun asal mula tanah tersebut adalah berasal dari milik almarhum Tuan

Frits Laoh yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1961, dengan

meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu : Vera Cristina Francina Laoh,

Martinus Reynier Laoh, dan Karel Philip Max Laoh, masing-masing untuk 1/3

(satu pertiga) bagian. Dimana kemudian bagian Nyonya Vera Christina Francina

Laoh telah dihibahkan untuk seluruhnya kepada Tuan Martinus Reynier Laoh dan

Tuan Karel Philip Max Laoh berdasarkan Akta Hibah Bagian Ahli Waris No. 77

tertanggal 27 Juni 1985, sehingga Nyonya Vera Christina Francina Laoh sudah

tidak mempunyai hak atas harta peninggalan lagi. Selanjutnya bagian Tuan

Martinus Reynier Laoh (meninggal 15 Maret 1987) dan Tuan Karel Philip Max

Laoh (meninggal 30 April 1990) masing-masing dihibahkan kepada Nyonya

Janda Griet Patras Tarandung (Tergugat I) dan Nyonya Asia Muchtar masing-

masing berdasarkan surat Hibah tertanggal 5 Januari 1987 dan surat Hibah

tertanggal 4 Februari 1987. Bahwa kemudian Nyonya Asia Muchtar menguasakan

kepada Tergugat I untuk menjual bagian dari harta warian Frits Laoh yang

menjadi haknya dengan Akta Kuasa tertanggal 31 Oktober 1992.

Bahwa Tuan Hengkie Soediono memperoleh tanah tersebut dari Tuan

Raden Noto Soewito (Tergugat III) berdasarkan Akta Jual Beli No. 66 tertanggal

30 April 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di

Yogyakarta (Turut Tergugat I). Dimana alas kepemilikan Tuan Raden Noto

Soewito adalah berdasarkan jual beli dengan Nyonya Norma C.F. Tambayong dan

Tuan Frits Nikolas Laoh Tembayong (bersama-sama Tergugat II) selaku penjual

dan ahli waris dari Vera Christina Francina Laoh. Dimana Tergugat II
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mendalilkan bahwa Tuan Karel Philip Max Laoh telah mencabut hibah kepada

Tergugat I pada tanggal 20 Juni 1988.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan

Tuan Johanes Irwanto Putro dan menyatakan bahwa Tuan Johanes Irwanto Putro

selaku Penggugat adalah satu-satunya pemilik/pemegang hak atas tanah dan

bangunan rumah dari obyek sengketa tersebut. Sehingga para Tergugat tidak

berhak atas obyek sengketa dan harus menyerahkan obyek sengketa tersebut

kepada Tuan Johanes Irwanto Putro selaku Penggugat.

Dalam perjalanan kasus tersebut ternyata Tuan Hengkie Soediono

mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas sebagian tanah tersebut, yakni

sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. B.117/Gowongan Gambar Situasi

(GS) No. 775/1996 dan sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.

B.125/Gowongan Gambar Situasi (GS) No. 776/1996, setempat dikenal sebagai

Jalan P. Mangkubumi No. 20 dan No. 22 Yogyakarta. Kemudian tanah tersebut

dialihkan oleh Tuan Hengkie Soediono kepada PT. Excelcomindo Pratama, Tbk

sebagaimana ternyata dari Akta Jual Beli PPAT No. 67 dan No. 68 tertanggal 17

September 2002, yang dibuat di hadapan Muchammad Agus Hanafi, S.H., Pejabat

Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta.

Bahwa kemudian terhadap tanah tersebut akan dilakukan eksekusi sita

jaminan (conservatoir beslag) sehubungan dengan pelaksanaan Putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena alasan tersebut maka PT.

Excelcomindo Pratama, Tbk (Pelawan) mengajukan perlawanan pihak ketiga

(dardenverzet) kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Pengadilan

Negeri Yogyakarta No. 05/PDT.PLW/2007/PN.YK.

2.5 Analisa Kasus

Untuk menganalisa permasalahan tersebut adalah dengan melihat segi

yuridis dari sita jaminan yakni pertama, kekuatan mengikat dari sita jaminan; dan

kedua, keabsahan jual beli barang sita dan kedudukan pembeli dalam jual beli

tersebut.
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2.5.1 Kekuatan Mengikat Sita Jaminan

Bahwa dalam hal tanah yang berada dalam sita jaminan (conservatoir

beslag) Pengadilan Negeri adalah dilarang untuk dialihkan maupun dibebankan.

Dimana kekuasaan Tergugat (pihak yang tersita) atas barang tersebut telah beralih

ke dalam penjagaan (custody) dari Pengadilan Negeri. Tujuan dari sita jaminan

adalah demi menjamin hak Penggugat agar gugatannya tidak menjadi sia-sia

(illusoir) dikarenakan obyek sengketa telah dialihkan oleh Tergugat kepada Pihak

Ketiga. Penggugat dapat memohonkan kepada Pengadilan Negeri bersamaan

dengan diajukannya gugatannya tersebut, agar diletakkan sita jaminan

(conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa dengan dugaan bahwa Tergugat

akan menggelapkan atau mengalihkan obyek sengketa yang berupa barang

bergerak dan barang tidak bergerak/tanah dan bangunan.79 Terhadap permohonan

tersebut maka Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan akan dikabulkan

atau tidaknya sita jaminan tersebut. Apabila sita jaminan dikabulkan maka

Tergugat tidak dapat melakukan pengalihan (jual beli) maupun pembebanan

terhadap obyek yang tersita dan tanah. Oleh karenanya segala tindakan pengalihan

yang dilakukan oleh Tergugat kepada Pihak Ketiga adalah batal demi hukum

Bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan diatas tanah

obyek sengketa tersebut pada faktanya tidak pernah dinyatakan sah dan berharga

dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 34/Pdt.G/1994. Dimana

Tuan Johanes Irwanto Putro selaku Penggugat sudah mengajukan permohonan

sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana ternyata dalam petitum gugatan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 34/Pdt.G/1994 pada poin ke-13

yang berbunyi:

“Bahwa karena Penggugat khawatir akan tindakan Para Tergugat II, III,
IV yang mungkin bisa saja menjual/menggadaikan rumah/tanah sengketa
lagi kepada pihak lain, dan juga untuk menjamin pembayaran ganti rugi
yang dimohonkan Penggugat andaikata dikabulkan, dan juga mengingat
dokumen-dokumen/bukti Penggugat adalah otentik dan berkekuatan hukum,
maka Penggugat mohon agar Pengadilan melakukan Sita Jaminan (CB)
atas rumah/tanah sengketa dan rumah Tergugat II di Jalan Flamboyant
No. I Rt.003/05 Jatibening I Bekasi Jawa Barat dan rumah kediaman

79 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B),
Statsblaad Tahun 1941 Nomor 44, Pasal 227 ayat (1);
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Tergugat I di Jalan Anggrek No. 1 Rt.003/012 Kelurahan Rawabadak
Kecamatan Koja Tanjung Priok Jakarta Utara sebelum sidang Pengadilan
Perkara ini dimulai/dibuka.”

Namun dalam kenyataannya sepanjang perjalanan kasus tersebut,

permohonan sita jaminan Penggugat tersebut tidak pernah dinyatakan sah dan

berharga dalam putusan hakim. Bahwa pernyataan sah dan berharga suatu sita

jaminan adalah merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan

sita jaminan. Bahwa Pasal 226 ayat (9) HIR menyatakan bahwa hakim wajib

untuk menyatakan sah dan berharga (goed en van waarde verklaren). Ketentuan

ini juga ditegaskan dalam Pasal 226 ayat (7) HIR, bahwa apabila gugatan

dikabulkan maka dalam amar Putusan harus mencantumkan 2 (dua) hal yaitu:

1. Menyatakan sita sah dan berharga, dan

2. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan barang sitaan kepada

Penggugat.

Maka dalam amar Putusan harus terdapat diktum yang bersifat deklaratif

yang menyatakan sita jaminan sah dan berharga apabila gugatan penggugat

dikabulkan. Memperhatikan ketentuan tersebut, pernyataan sita sah dan berharga

hanya dapat dilakukan pada saat penjatuhan Putusan apabila gugatan dikabulan.

Meskipun sita dijalankan sebelum pemeriksaan dan sebelum dijatuhkannya

Putusan, saat menyatakan sah dan berharganya penyitaan ialah bersamaan dengan

penjatuhan dan pengucapan Putusan, dengan cara mencantumkannya dalam amar

Putusan. Selama proses pemeriksaan berjalan, secara formil belum melekat sifat

sah dan berharga, dan sewaktu-waktu masih dapat dicabut atau diangkat oleh

pengadilan.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 05 / PDT.PLW /

2007 / PN.YK., Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa

karena dalam amar Putusan perkara No. No. 38 / PDT / G / 1994 / PN.JKT.UT

tidak tercantum amar yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang

diletakkan atas obyek tanah sengketa maka dengan demikian sita jaminan tidak

pernah melekat atas obyek tanah sengketa dan atas obyek sengketa tersebut dapat

diterbitkan sertipikat dan dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga. Lebih lanjut lagi
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dalam pertimbangannya Majelis Hakim didasarkan pada adanya Surat Penetapan

dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas rencana pelaksanaan Putusan

perkara No. 38/Pdt.G/1994, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menetapkan

bahwa Putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana terbukti dari

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 34/Eks/2002/PN.Jkt.Ut

tertanggal 19 Desember 2006 yang pada pokoknya berbunyi:

“Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.
34/Eks/2002/PN.Jkt.Ut. tanggal 23 Oktober 2002 yang menimbulkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No.
03/Pdt.Del/2002/PN.YK. jo. No. 34/Eks/2002/PN.Jkt.Ut., tanggal 05
November harus dicabut.”

Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dari Tuan

Johanes Irwanto Putro yang menyatakan bahwa obyek tanah sengketa berada

dalam status sita jaminan pada saat jual beli dilakukan antara Tuan Hengkie

Soediono dengan PT. Excelcomindo Pratama, Tbk, adalah tidak beralasan dan

haruslah dinyatakan untuk ditolak. Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusannya menyatakan bahwa jual beli

antara Tuan Hengkie Soediono dengan PT. Excelcomindo Pratama, Tbk adalah

sah demi hukum. Sehingga kemudian Majelis Hakim dalam Putusannya

menyatakan bahwa:

- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik dan Pelawan adalah
pemilik yang sah atas tanah SHGB No. B 117/Gowongan, Gambar
Situasi No. 775/1996 dan SHGB No. B 125/Gowongan, Gambar Situasi
No. 776/1996 setempat dikenal sebagai Jl. Mangkubumi No. 20 dan No.
22.

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum

Acara Perdata mempersyaratkan adanya pernyataan sah dan berharga dalam amar

putusan agar suatu sita jaminan dapat mengikat obyek sengketa dengan sempurna.

Namun dalam Hukum Tanah diatur bahwa suatu tanah yang berada dalam

sengketa tidak dapat diperjualbelikan. Hal demikian sebagaimana ternyata dalam

Pasal 45 ayat (1) huruf e PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Kepala
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Kantor Pertanahan menolak pendaftaran jual beli apabila tanah yang bersangkutan

merupakan obyek sengketa di Pengadilan.

Apabila dilihat pada putusan No. 38 / PDT / G / 1994 / PN.JKT.UT.,

mengenai sengketa awal jual beli tanah hibah warisan antara Tuan Johanes

Irwanto Putro (Penggugat) melawan Tuan Hengkie Soediono (Tergugat IV),

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan Putusan sebagai

berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli Rumah dan
Pemindahan Hak No. 175 tanggal 12 Oktober 1992 yang dibuat di
hadapan Notaris J.L. Waworuntu, antara Penggugat dan Tergugat I
adalah sah menurut hukum, sehingga dengan dasar Akta tersebut
Penggugat adalah satu-satunya pemilik/pemegang hak yang sah atas
2/3 (dua pertiga) bagian rumah/tanah yang dikenal dengan Jl.
Mangkubumi No. 18-20-22 Yogyakarta sesuai Surat Ukur No. 84
tanggal 11 Agustus 1920;

- Menyatakan secara hukum para Tergugat II sebagai Ahli Waris Alm.
Ny. Vera Christina Francina Laoh, tidak berhak atas tanah sengketa
dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual
tanah/rumah sengketa yang bukan haknya kepada Tergugat III;

- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah
melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

- Menghukum Tergugat IV atau orang-orang yang telah mendapat hak
dari pada untuk dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah Putusan ini,
menyerahkan dengan baik dan kosong 2/3 (dua pertiga) dari
rumah/tanah sengketa yang dikenal dengan Jl. P. Mangkubumi No. 18-
20-22 Yogyakarta kepada Penggugat, kalau perlu dengan meminta
bantuan Polisi R.I. dan alat-alat Kekuasaan Negara R.I. lainnya;

Kemudian atas Putusan tersebut Tuan Hengkie Soediono selaku Tergugat

IV mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

tersebut. Dalam Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan No. 145 / PDT /

1995 / PT.DKI., menerima permohonan banding Tuan Hengkie Soediono dan

dalam putusannya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Utara tersebut. Tuan Hengkie Soediono kemudian mengajukan Permohonan

Kasasi dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 2218 K
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/ Pdt / 1996 menyatakan menolak permohonan kasasi Tuan Hengkie Soediono.

Lebih lanjut lagi Tuan Hengkie Soediono tersebut mengajukan permohonan

Peninjauan Kembali, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

Putusan Peninjauan Kembali No. 434 PK / Pdt / 1999 menyatakan menolak

permohonan Peninjauan Kembali tersebut. Maka dengan demikian Tuan Hengkie

Soediono sudah tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi dan Putusan tersebut

telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa pengabulan gugatan tersebut mengandung makna bahwa barang

yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah terbukti benar milik Penggugat. Pada

kasus gugatan pengembalian hak milik, dalam amar Putusan dicantumkan

perintah untuk menghukum Para Tergugat termasuk Tuan Hengkie Soediono

sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa, untuk mengembalikan obyek

sengketa kepada Tuan Johanes Irwanto Putro sebagai pihak yang dimenangkan.

Dimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 38 / PDT / G /

1994 / PN.JKT.UT., dinyatakan juga bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih

dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uit voer baar

bij voorrad).

Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg memberi hak kepada

Penggugat untuk mengajukan permintaan agar Putusan dapat dijalankan

eskekusinya terlebih dahulu, sekalipun dilakukan upaya hukum oleh Tergugat.

Sesuai dengan bunyi Putusan tersebut maka penyerahan barang sitaan tersebut

bersifat serta merta, sehingga dapat dijalankan eksekusi penyerahannya dari

Tergugat kepada Penggugat meskipun Tergugat mengajukan permohonan

banding, dengan alasan bahwa barang itu adalah milik Penggugat yang dikuasai

Tergugat tanpa hak secara melawan hukum.80 Selain itu maksud dari amar

Putusan yang memerintahkan penyerahan barang sitaan adalah merupakan

landasan eksekusi terhadap barang sita segera setelah Putusan dijatuhkan

meskipun Tergugat menyatakan banding. Maka seharusnya tanah tersebut

diserahkan kepada Tuan Johanes Irwanto Putro secara serta merta pada saat

dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

80 M. Yahya Harahap, Op. cit.,
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Bahwa ternyata pada saat perkara naik banding, ternyata Tuan Hengkie

Soediono mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas obyek sengketa

tersebut pada tahun 1996 dimana diketahui bahwa pada saat itu tanah masih dalam

proses hukum yakni tahap pengajuan banding. Walaupun demikian Kantor

Pertanahan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.

B.117/Gowongan Gambar Situasi (GS) No. 775/1996 dan Sertipikat Hak Guna

Bangunan (SHGB) No. B.125/Gowongan Gambar Situasi (GS) No. 776/1996,

setempat dikenal sebagai Jalan P. Mangkubumi No. 20 dan No. 22 Yogyakarta.

Kemudian tanah tersebut dialihkan dengan jual beli kepada PT. Excelcomindo

Pratama, Tbk dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT. Sehingga

terhadap sertipikat tersebut dilakukan pendaftaran tanah dan balik nama keatas

nama PT. Excelcomindo Pratama, Tbk.

Apabila dilihat dari segi pendaftaran tanahnya, maka Kantor Pertanahan

telah melakukan cacat kadasteral. Seharusnya terhadap tanah negara seluas ±

5.565 m2 tersebut, tidak boleh diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

No. B 117/Gowongan dan No. B 125/Gowongan sampai ada Putusan Pengadilan

yang berkekuatan tetap. Menurut Pasal 31 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (1) huruf d PP

No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa jika di dalam buku tanah terdapat catatan

mengenai data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan

ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak

ada putusan penyitaan dari Pengadilan, maka penerbitan sertipikat ditangguhkan

sampai catatan yang bersangkutan dihapus. Bahwa catatan mengenai hal tersebut

baru dapat dihapus setelah tercapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak

yang bersengketa; atau telah diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa

yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana

ternyata dalam Pasal 30 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Tuan Hengkie Soediono

yang mengajukan permohonan sertipikat dan kemudian mengalihkannya kepada

PT. Excelcomindo Pratama, Tbk adalah merupakan perbuatan melawan hukum,

walaupun sita jaminan belum dinyatakan sah dan berharga. Kemudian dilihat dari

segi pendaftaran tanahnya maka Kantor Pertanahan seharusnya tidak menerbitkan
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sertipikat atas permohonan pensertipikatan tanah tersebut dan tidak mencatatkan

peralihan haknya.

2.5.2 Keabsahan Jual Beli Tanah Sita Jaminan dan Kedudukan Pembeli

Bahwa dalam melaksanakan jual beli ada 3 (tiga) hal yang harus

diperhatikan sebagai syarat, agar jual beli menjadi sah dan dapat didaftarkan

yaitu:

1. Subyek Jual Beli Tanah

Perlu diperhatikan subyeknya baik pembeli dan penjual. Apakah penjual

berhak melakukan penjualan tersebut atau apakah penjual itu adalah

pemegang hak yang sah. Sebab apabila penjual bukan pemilik yang sah

maka jual beli secara hukum dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian dari

sisi pembeli adalah apakah pembeli berhak untuk memegang hak atas tanah

yang diperjualbelikan tersebut. Pada kasus tersebut, penjual adalah Tuan

Hengkie Soediono dan pembeli adalah PT. Excelcom Pratama, Tbk, dimana

keduanya adalah berhak untuk menguasai tanah Hak Guna Bangunan

sebagaimana ternyata dalam Pasal 36 ayat (1) UUPA.

2. Obyek Jual Beli Tanah

Obyek jual beli adalah hak atas tanah yang dapat diperjualbelikan menurut

peraturan perundang-undangan terutama dalam PP No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah, misalnya adalah Hak Guna Bangunan. Dalam

kasus yang terjadi, obyek jual belinya adalah 2 (dua) hak atas tanah dengan

alas Hak Guna Bangunan yakni SHGB No. 117/Gowongan Gambar Situasi

No. 775/1996 dan SHGB No. 125/Gowongan Gambar Situasi No. 776/1996,

dimana hak atas tanah tersebut dapat diperjual belikan. Terhadap hal ini

perlu diperhatikan mengenai kebenaran data fisik dan data yuridisnya. Data

fisik adalah mengenai lokasi, luas dan batas-batasnya, sebagaiamana yang

tercantum dalam buku tanah di Kantor Pertanahan setempat.81 Mengenai

data yuridisnya adalah mengenai keabsahan dari kepemilikan dari penjual

untuk mengalihkan hak atas tanah. Pada tanah yang diletakkan sita jaminan

81 Effendie Parangin, Op. cit., hal. 8-9;

Tinjauan yuridis..., Wulan Rizkarina, Magister Kenotariatan, 2012



97

Universitas Indonesia

atau sedang dalam sengketa terhadap pihak lain di Pengadilan, maka

terhadap tanah tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Mengenai

hal penyitaan dan perihal berada dalam sengketa di Pengadilan tersebut

harus terdaftar dan dicatat dalam buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan

setempat.

3. Akta Jual Beli

Setelah dua syarat materil diatas telah dipenuhi maka harus dipenuhi syarat

formil yakni guna pengumuman peralihan haknya dengan mendaftarkan jual

beli tersebut di Kantor Pertanahan. Agar dapat didaftarkan di Kantor

Pertanahan maka pelaksanaan jual beli tersebut harus dilakukan dengan akta

jual beli yang dibuat di hadapan dan oleh PPAT. Jual beli harus dilakukan di

hadapan PPAT yang wilayah kerjanya sesuai dengan lokasi tanah yang akan

dijual. Sebelum dilakukan pembuatan akta jual beli tersebut, maka

sebelumnya PPAT harus melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan

setempat apakah sertipikat asli sesuai dengan data-data yang ada di Kantor

Pertanahan, apakah tanah berada dalam sengketa di Pengadilan atau sedang

diletakkan sita jaminan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan sertipikat tidak

bermasalah maka jual beli tersebut dapat dilakukan.

Apabila ditinjau dari syarat-syarat tersebut, dalam kasus yang ada telah

terjadi jual beli antara Tuan Hengkie Soediono selaku penjual dan PT. Pratama,

Tbk selaku pembeli. Dimana dalam jual beli tersebut telah tercapai kesepakatan

harga atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jl. P. Mangkubumi No. 20-22

dengan harga Rp. 8.482.500.000,- (delapan milyar empat ratus delapan puluh dua

juta lima ratus ribu rupiah). Lebih lanjut lagi kesepakatan jual beli tersebut

dilakukan di hadapan seorang PPAT yakni Muchammad Agus Hanafi, S.H.,

sebagaimana terbukti dalam Akta Jual Beli Nomor 67/2002 untuk SHGB No.

117/Gowongan Gambar Situasi No. 775/1996 dan Akta Jual Beli Nomor 68/2002

untuk SHGB No. 125/Gowongan Gambar Situasi No. 776/1996. Atas jual beli

tersebut telah dilakukan pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan

Yogyakarta, maka nama PT. Excelcomindo Pratama, Tbk tercantum dalam
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masing-masing sertipikat sebagai pemilik yang baru. Namun kemudian terhadap

tanah tersebut akan dilakukan eksekusi sita jaminan. Maka terbukti bahwa Tuan

Hengkie Soediono tidak memenuhi sebagai syarat subyektif jual beli, karena

penjual tidak memiliki hak untuk menjual hak atas tanah tersebut.

Bahwa dilihat dari permasalahan yang ada, maka kita tinjau mengenai sah

atau tidaknya jual beli terhadap barang sita. Jual beli adalah merupakan perjanjian

yang konsensuil, maka terhadap jual beli berlaku syarat sah perjanjian. Dimana

diatur mengenai syarat sah perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320

KUHPerdata. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat

yakni sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Apabila dilihat dari syarat sahnya perjanjian, terutama mengenai keabsahan

obyek yang diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) dan

ayat (4) KUHPer. Sebagaimana kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal

1332 KUHPerdata bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang

dapat menjadi pokok persetujuan, kemudian Pasal 1337 KUHPerdata

menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh

undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan

ketertiban umum. Barang sita adalah termasuk barang yang dilarang untuk

diperjual-belikan menurut peraturan perundang-undangan. Hal demikian

dinyatakan dalam Pasal 199 HIR dan Pasal 215 Rbg yang melarang Tergugat

untuk menjual, menghibahkan, memindahkan barang itu dalam bentuk apapun

dan kepada siapapun. Pelanggaran atas larangan tersebut menimbulkan 2 (dua)

akibat baik dari hukum perdata maupun hukum pidana. Dari segi hukum perdata

maka jual beli atau pemindahan hak tersebut batal demi hukum (null and void),

oleh karena itu status barang kembali kepada keadaan semula sebagai barang

sitaan dan pemindahan dianggap tidak pernah terjadi. Dari segi hukum pidana

maka perbuatan jual beli atau pemindahan hak tersebut dapat diancam melakukan
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tindakan pidana menurut Pasal 231 KUHPidana, yakni berupa kejahatan dengan

sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian dalam hal tanah yang berada dalam sita jaminan

(conservatoir beslag) Pengadilan Negeri adalah dilarang untuk dialihkan maupun

dibebankan. Dimana kekuasaan Tergugat (pihak yang tersita) atas barang tersebut

telah beralih ke dalam penjagaan (custody) dari Pengadilan Negeri. Terhadap

permohonan tersebut maka Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan akan

dikabulkan atau tidaknya sita jaminan tersebut. Apabila sita jaminan telah sah

mengikat maka Tergugat tidak dapat melakukan pengalihan (jual beli) maupun

pembebanan terhadap obyek yang tersita dan tanah. Oleh karenanya segala

tindakan pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Pihak Ketiga adalah

batal demi hukum.

Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor

05/PDT.PLW/2007/PN.YK pada halaman 31, disebutkan bahwa jual beli tanah

obyek sengketa berdasarkan Akta jual beli PPAT tertanggal 17 September 2002

adalah sah karena sita jaminan tidak pernah dinyatakan sah dan berharga. Lebih

lanjut lagi dalam pertimbangan Putusan tersebut menyebutkan bahwa terdapat

bukti surat Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah menerima pendelegasian

pengangkatan sita jaminan tersebut, dengan Penetapan No.

02/Pdt/Del/1993/PN.Yk, tanggal 16 Juni 1993, dimana Pengadilan Negeri

Yogyakarta telah melakukan pengangkatan sita jaminan dimaksud.

Bahwa terlepas dari apakah sita jaminan dinyatakan sah dan berharga atau

tidak, namun tanah tersebut berada dalam sengketa sehingga tidak diperbolehkan

untuk dialihkan. Lebih lanjut lagi jual beli tanah obyek sengketa tersebut terjadi

pada tanggal 17 September 2002, dimana tanah tersebut telah menjadi milik Tuan

Johanes Irwanto Putro berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang

menyatakan sebagai pihak yang paling berhak atas tanah. Demikian ternyata dari

Putusan-Putusan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 38 / Pdt.G / 1994 /

PN.Jkt.Ut;

2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 145 / Pdt / 1995 / PT.DKI;
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3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2218 / K / 1996;

4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 434 / PK /

1999.

Dengan demikian Putusan-Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap

dan kepada para Tergugat dalam perkara sudah tidak dapat mengajukan upaya

hukum apapun untuk merubah Putusan-Putusan tersebut. Diketahui juga bahwa

terkait dengan penerbitan sertipikat atas tanah obyek sengketa tersebut secara

pidana saat ini Termohon Kasasi V tengah menjalani pemeriksaan pengadilan

selaku Terdakwa di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam perkara No.

316/Pid.B/2007/PN.YK dalam dakwaan memberi keterangan palsu atas

penerbitan kedua sertipikat tersebut.

Bahwa dengan demikian secara hukum jelas bahwa tanah sengketa telah

menjadi milik Pemohon Kasasi, maka jual-beli tanah berdasarkan Akta PPAT No.

67/2002 dan Akta PPAT No. 68/2002, masing-masing tertanggal 17 September

2002, antara Tuan Hengkie Soediono dengan PT. Excelcomindo Pratama, Tbk

harus dinyatakan batal demi hukum, dan kerugian atas jual beli yang batal

tersebut menjadi tanggung jawab penjual (Tuan Hengkie Soediono). Hal demikian

adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1471 KUHPerdata yang menyatakan

bahwa:

“Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan
dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan
bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”

Lebih lanjut lagi dalam putusan Peninjauan Kembali No. 278 PK/PDT/2010

terdapat bukti-bukti dari Tergugat berupa surat Ketua Pengadilan Negeri

Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Oktober

1994 No. W22.DA.HT.01. 10.3152, obyek sengketa telah disita atas permintaan

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 1991 No.

06/Pdt/Del/1991/Plw.Yk jo. No 110/Pdt/G/1991/PN.Jkt.Selatan, karena itu jual

beli obyek sengketa yang dilakukan PT. Excelcomindo Pratama, Tbk dengan

Tuan Hengkie Soediono pada tanggal 17 September 2002 adalah cacat hukum.
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Maka dengan demikian seharusnya pendaftaran peralihan haknya ditolak

oleh Kantor Pertanahan, demikian sebagaimana ternyata dalam Pasal 45 ayat (1)

huruf f PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Kepala Kantor

Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan perbuatan hukum

yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam kasus yang terjadi

Kantor Pertanahan Yogyakarta tetap mendaftarkan peralihan haknya dan

mencatatkan nama PT. Excelcomindo Pratama, Tbk sebagai pemilik sertipikat

yang baru.

Dari uraian tersebut diatas maka Tuan Hengkie Soediono harus

menanggung penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada PT. Excelcomindo

Pratama, Tbk. Pasal 1474 ayat (2) KUHPerdata menyebutkan kewajiban utama

Tuan Hengkie Soediono sebagai seorang Penjual yakni untuk memberi

pertanggungan atau jaminan, bahwa barang yang dijual tidak mempunyai

sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan. Kemudian

ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 1491 KUHPerdata yang

menyatakan bahwa penjual harus menanggung/menjamin barang yang dijual

dalam keadaan tenteram dan damai dalam kekuasaan pemilikan pembeli, tanpa

ganggu gugat dari siapapun; dan menjamin bahwa barang yang dijual tidak

mempunyai cacat tersembunyi dan cacat yang nyata. Bahwa apabila kedua hal

tersebut tidak ditanggung/dijamin oleh penjual maka pembeli dapat meminta

pembatalan jual beli yakni dengan melakukan tuntutan pembatalan atas dasar

salah sangka; atau merupakan tindakan untuk menuntut wanprestasi atas dasar

penjual tidak melaksanakan prestasi yang seharusnya. Kedua bentuk jaminan

tersebut adalah merupakan alasan pembeli untuk menuntut ganti rugi dan

pembatalan perjanjian jual beli. Jaminan atas gangguan dan cacat barang

merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh penjual demi hukum. Dengan

kata lain, kewajiban menjamin barang yang dijual adalah kewajiban yang lahir

dengan sendirinya menurut hukum, sekalipun jaminan tersebut tidak disebutkan

dalam perjanjian. Tujuan penjaminan ini adalah agar pembeli tidak mengalami

kerugian, baik atas sebagian atau seluruh barang yang dibeli, juga agar barang

yang dibeli benar-benar terlepas dari hak yang dimiliki oleh pihak ketiga.
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Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka PT. Excelcomindo

Pratama, Tbk berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian jual beli dan

pembayaran ganti, rugi, dan segala biaya yang telah dikeluarkan sehubungan

dengan tindakan wanprestasi dari Tuan Hengkie Soediono. Terutama

pengembalian uang sebesar Rp. 8.482.500.000,- (delapan milyar empat ratus

delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh PT.

Excelcomindo Pratama, Tbk sebagai harga pelunasan jual beli.

2.5.3. Analisa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 278 PK / PDT / 2010 menurut peraturan perundang-

undangan.

Bahwa untuk syarat sah dan mengikatnya suatu sita jaminan maka harus

dipenuhi syarat-syarat formilnya terlebih dahulu. M. Yahya Harahap

menyebutkan mengenai syarat-syarat formil tersebut sebagai berikut:82

1. Sita jaminan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dalam bentuk

surat penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau majelis

hakim yang memeriksa perkara bersangkutan yang berisi perintah kepada

panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita jaminan terhadap kekayaan

Tergugat;

2. Sita jaminan dilakukan oleh panitera atau juru sita dengan dibantu oleh 2

(dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu. Pelaksanaan sita

dilakukan di tempat barang terletak dengan memberitahukan perihal

penyitaan tersebut kepada Tergugat terlebih dahulu. Atas penyitaan tersebut

maka dibuat berita acara yang ditandatangani oleh juru sita dan para saksi.

3. Sita jaminan harus dinyatakan sah dan berharga sebagaimana diperintahkan

dalam Pasal 226 ayat (9) HIR. Apabila gugatan penggugat dikabulkan maka

dalam amar Putusan tersebut harus terdapat diktum yang bersifat deklaratif

yang menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1917 K /PDT /

2008 menyatakan bahwa:

82 M. Yahya Harahap, Op. cit., hal. 342-343;
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“Keadaan obyek sengketa masih dalam status sita Conservatoir Beslag
yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta
Utara No. 38 / Pdt.G / 1994 / PN.Jak.Ut yang menurut peraturan yang
berlaku, maka tanah/barang yang berada dalam keadaan sita tidak boleh
diperjualbelikan, seperti dalam perkara aquo, walaupun sita belum
dinyatakan sah dan berharga, tapi jelas dalam keadaan sengketa.

Ditinjau dari Putusan Kasasi tersebut maka ditarik suatu asas hukum baru

yang menyatakan bahwa barang yang diletakkan dalam sita jaminan tidak

diperbolehkan untuk dialihkan kepada pihak ketiga walaupun belum dinyatakan

sah dan berharga. Karena dilihat dari segi Hukum Acara bahwa karena sita

jaminan tidak pernah dinyatakan sah dan berharga dalam Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Utara No. 38 / Pdt / G / 1994 / PN.Jkt.Ut, dimana menurut Pasal

226 ayat (9) HIR sita jaminan tersebut belum lahir secara yuridis dan belum

mengikat obyek jaminan secara sah. Akan tetapi dilihat dari segi Hukum Tanah

bahwa tanah obyek sengketa tersebut jelas berada dalam sengketa mengenai

kepemilikan, maka menurut Pasal 45 ayat (1) huruf e PP No. 24 Tahun 1997 maka

seharusnya tanah aquo tidak dapat dialihkan dan tidak dapat didaftarkan mengenai

peralihan haknya oleh para pihak sampai ada Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak yang paling berwenang atas

tanah tersebut.

Bahwa putusan Peninjauan Kembali No. 278 PK / Pdt / 2010 jo. Kasasi No.

1917 / K / Pdt., tersebut telah membatalkan putusan judex facti yakni putusan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 59 / PDT / 2007 / PTY jo. Pengadilan Negeri

Yogyakarta No. 05 / Pdt.Plw / 2007 / PN.Yk. Majelis Hakim Pengadilan Negeri

telah keliru dalam memberi putusannya karena terikat pada akta jual beli yang

dibuat di hadapan PPAT yakni akta jual beli No. 67/2002 dan No. 68/2002 yang

dibuat oleh dan dihadapan Muchammad Agus Hanafi, S.H., PPAT di Yogyakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa prosedur kepemilikan PT.

Excelcomindo Pratama, Tbk adalah benar dan sesuai dengan hukum, yakni sejak

dibuatnya Akta Jual Beli tersebut sampai dengan diterbitkannya Sertipikat Hak
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Guna Bangunan No. 117/Gowongan dan No. 125/Gowongan, sehingga PT.

Excelcomindo Pratama, Tbk adalah pembeli yang beritikad baik.

Bahwa keabsahan jual beli tidak hanya terpaut pada pembuatan Akta Jual

Beli saja, namun mencakup keseluruhan proses yakni dimulai dari sebelum

pembuatan Akta, pada saat pembuatan Akta hingga saat Akta selesai dibuat yakni

dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan dan diberikan sertipikat sebagai alat

bukti yang kuat. PPAT adalah sebagai pihak yang membuat akta, berkewajiban

untuk memeriksa status tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut, dan Kantor

Pertanahan seharusnya menolak pencatatan pemindahan hak yang obyeknya

masih dalam sengketa.

Dalam pertimbangan hukum putusan Peninjauan Kembali No. 278

PK/Pdt/2010 jo. putusan Kasasi No. 1917 K/Pdt/2008, Mahkamah Agung

membatalkan jual beli yang dilakukan oleh PT. Excelcomindo Pratama, Tbk dan

Tuan Hengkie Soediono, karena tanah tersebut masih menjadi obyek sengketa,

yang mana menurut peraturan berlaku seharusnya tanah yang berada dalam

keadaan sengketa tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun sita jaminan belum

dinyatakan sah dan berharga namun sudah pasti dalam sengketa. Menurut Pasal

45 ayat (1) huruf e PP No. 24 Tahun 1997 maka pendaftaran peralihan haknya

harus ditolak oleh Kantor Pertanahan. Selain itu sudah ada putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tuan Johanes Irwanto

Putro adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, oleh karenanya sudah

sepatutnya Tuan Johanes Irwanto Putro mendapatkan haknya sebagai pemenang

dalam sengketa pengadilan. Hal demikian juga dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (2)

huruf f PP No. 24 Tahun 1997 dimana peralihan hak yang dibuktikan dengan akta

PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap maka pendaftarannya ditolak oleh Kantor Pertanahan.

Maka dengan demikian putusan Mahkamah Agung sudah benar dan tepat dalam

penerapan hukumnya.

Sebenarnya telah terjadi cacat kadasteral dalam penerbitan sertipikat

tersebut. Dimana sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun 1996 sedangkan

sebenarnya pada tanggal 3 Oktober 1994 telah diajukan gugatan oleh Tuan

Johanes Irwanto Putro ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Seharusnya sertipikat
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tidak diterbitkan walaupun ada perintah pengangkatan sita terhadap kedua obyek

tanah tersebut, namun kedua tanah tersebut merupakan obyek sengketa dan sudah

diajukan gugatan ke Pengadilan. Dimana menurut Pasal 31 ayat (2) jo. Pasal 30

ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 PP No. 24 Tahun 1994 menyatakan bahwa

jika dalam buku tanah terdapat catatan bahwa terhadap hak atas bidang tanah yang

data fisik dan atau data yuridisnya sedang disengketakan dan diajukan gugatan ke

Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak

ada putusan penyitaan dari pengadilan, maka penerbitan sertipikat yang

bersangkutan ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.

Pencantuman nama pemegang hak dalam buku tanah ditangguhkan sampai jelas

siapa yang berhak atas tanah tersebut, baik melalui putusan Pengadilan maupun

berdasarkan cara damai. Bahwa yang terjadi dalam kasus adalah Kantor

Pertanahan Yogyakarta tetap menerbitkan sertipikat tersebut, padahal sudah jelas

terdapat sengketa mengenai tanah tersebut.

Disini kemungkinan terdapat kesalahan koordinasi antara Pengadilan Negeri

Yogyakarta dengan Kantor Pertanahan Yogyakarta, karena perihal sengketa dan

sita jaminan sebenarnya sudah diketahui oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dari

Tahun 1993. Sebagaimana ternyata dari Bukti T.V.7 yakni fotocopy Surat ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Yogyakarta No. W7.DC.HT.058/1998 Eks 2001, VI.1993.03 tertanggal 8 Juni

1993, ternyata bahwa tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl.

P. Mangkubumi No. 20 Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat No. 336 / PDT.G / VI / 1991 / JKT.PST, tertanggal 28 Oktober

1991, telah dilakukan Sita Jaminan. Walaupun kemudian sita tersebut kemudian

diangkat, namun terbukti bahwa perihal sengketa terhadap tanah-tanah tersebut

sebenarnya sudah diketahui sejak Tahun 1993. Maka seharusnya Kantor

Pertanahan Yogyakarta tidak menerbitkan sertipikat atas tanah-tanah tersebut.

Sebaiknya Kantor Pertanahan Yogyakarta lebih berhati-hati dalam menerbitkan

sertipikat a quo karena hal ini tentu saja merugikan Tuan Johanes Irwanto Putro

sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Selanjutnya kedua sertipikat yang cacat hukum tersebut dialihkan dengan

jual beli kepada PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. Terhadap jual beli tersebut
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dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli PPAT No. 67 dan No. 68 tertanggal 17

September 2002, yang dibuat di hadapan Muchammad Agus Hanafi, S.H., Pejabat

Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta. Berdasarkan akta PPAT tersebut dilakukan

pendaftaran atas perubahan data yuridis, yakni perubahan subyek pemegang hak

atas tanah yang telah beralih dari atas nama penjual menjadi ke atas nama

pembeli. Dalam amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

“Tindakan dari PT. Excelcomindo Pratama, Tbk yang telah membeli obyek
sengketa dari Tuan Hengkie Soediono adalah tindakan yang tidak hati-hati,
dimana seharusnya lebih dahulu di cek tentang keadaan tanah yang akan
dibeli itu. Sehingga dengan demikian PT. Excelcomindo Pratama, Tbk
selaku Pelawan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelawan yang benar dan
pembeli yang beritikad baik.”

Bahwa atas amar putusan ini, PT. Excelcomindo Pratama, Tbk selaku

Pemohon Kasasi menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan di

Kantor Pertanahan Yogyakarta melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

yakni Muchamad Agus Hanafi, S.H. Sebagaimana ternyata dari Buku Tanah yang

telah di cap/stempel resmi oleh Kantor Pertanahan Yogyakarta masing-masing

pada tanggal 20 Agustus 2002 dan 2 September 2002.

Dalam putusan Peninjauan Kembali No. 278 PK/PDT/2010, Majelis Hakim

berpendapat bahwa Buku Tanah dan lampirannya tidak membuktikan bahwa

obyek sengketa sah milik Pemohon Kasasi karena terdapat bukti-bukti dari

Tergugat yakni Bukti T.I.12 berupa surat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Oktober 1994 No.

W22.DA.HT.01. 10.3152, obyek sengketa telah disita atas permintaan Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 1991 No. 06 / Pdt / Del / 1991

/Plw.Yk jo. No 110 / Pdt / G / 1991 / PN.Jkt.Selatan.

Bahwa kewajiban untuk mengecek tentang keadaan tanah ada pada PPAT

selaku pejabat yang bertugas melaksanakan sebagain tugas pendaftaran tanah.

Dimana sebelum membuat akta jual beli, PPAT wajib melakukan pemeriksaan

mengenai kesesuaian sertipikat dengan data-data yang ada di Kantor Pertanahan.

Disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f PP No. 24 Tahun 1997 bahwa PPAT

berhak untuk menolak membuat akta apabila sertipikat hak atas tanah sebagai
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obyek jual beli yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan

atau data yuridisnya. Namun apabila PPAT yang bersangkutan tetap membuat

akta jual beli dengan mengabaikan adanya larangan pemindahan tanah yang

berada dalam sengketa tersebut, maka akta jual beli yang dibuat oleh PPAT

tersebut adalah batal demi hukum. Terhadap akta yang demikian maka Kantor

Pertanahan berhak untuk menolak pendaftaran peralihan haknya, sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f PP No. 24 Tahun 1997.

Bahwa jual beli terjadi pada tanggal 17 September 2002 dimana sebenarnya

telah terdapat Putusan berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Peninjauan

Kembali No. 434 / PK / 1999 yang diputus pada tanggal 11 Oktober 2005.

Dimana dalam Putusan tersebut pada intinya memenangkan Tuan Johanes Irwanto

Putro sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa. Apabila PPAT mengetahui

mengenai hal tersebut namun tetap membuatkan akta jual belinya dan

mendaftarkan akta tersebut di Kantor Pertanahan, maka PPAT telah melakukan

kelalaian yang menyebabkan akta tersebut batal demi hukum. Atas kerugian

akibat kejadian tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 62 PP No. 24 Tahun

1997 akibat melalaikan tugasnya sebagai pejabat pelaksana pendaftaran tanah

maka PPAT dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai

pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi

kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian

yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut. Pasal 55

Peraturan Ka. BPN-RI No. 1 Tahun 2006 juga mengisyaratkan adanya tanggung

jawab pribadi PPAT atas kerugian yang timbul sebagai akibat pembuatan akta

PPAT.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat seharusnya Kantor

Pertanahan Yogyakarta dan Muchammad Hanafi, S.H., selaku PPAT yang

membuat akta jual beli tersebut, juga harus dilibatkan dalam perkara. Karena

kedua pihak tersebut adalah institusi dan pejabat yang berwenang untuk

menerbitkan sertipikat bersangkutann dan melakukan tugas pendaftaran tanah.

Maka sebaiknya Kantor Pertanahan Yogyakarta dan PPAT bersangkutan

disertakan dalam perkara sebagai Turut Tergugat agar masing-masing dapat
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diminta keterangannya dan dituntut pertanggungjawabannya, sehingga mendapat

putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak.
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BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.1.1 Bahwa suatu barang yang berada dalam sita jaminan (conservatoir beslag)

tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga dengan jual beli, walaupun sita

jaminan tersebut belum dinyatakan sah dan berharga dalam amar Putusan

yang diberikan oleh Majelis Hakim. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata,

pernyataan sah dan berharga suatu sita jaminan dalam amar Putusan hakim

adalah syarat formil yang harus dipenuhi agar sita jaminan dapat

mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (legal force) kepada para

pihak. Namun menurut Hukum Tanah, terlepas dari adanya pernyataan sah

dan berharganya suatu sita jaminan, tapi jelas terhadap kedua bidang tanah

tersebut sedang berada dalam keadaan sengketa. Lebih lanjut lagi, telah

terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang

menyatakan bahwa Tuan Johanes Irwanto Putro sebagai pemilik yang sah

atas kedua tanah sengketa tersebut. Oleh karenanya tindakan peralihan hak

melalui jual beli yang dilakukan oleh Tuan Hengkie Soediono kepada PT.

Excelcomindo Pratama, Tbk adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Pendaftaran pencatatan oleh Kantor Pertanahan mengenai peralihan hak

tersebut, juga telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf (e) dan (f)

PP No. 24 Tahun 1997, dimana seharusnya Kepala Kantor Pertanahan

menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak jika tanah yang

bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan dan perbuatan
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hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3.1.2 Bahwa jual beli yang dilakukan antara Tuan Hengkie Soediono selaku

penjual dengan PT. Excelcomindo Pratama, Tbk selaku pembeli adalah

tidak sah dan batal demi hukum. Karena obyek jual sedang berada dalam

sengketa dan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag). Lebih lanjut lagi

pada saat dilakukan jual beli atas kedua obyek tanah tersebut, telah

dinyatakan sebagai milik Tuan Johanes Irwanto Putro berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan

Pasal 1471 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli atas barang orang lain

adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut

penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa

barang itu kepunyaan orang lain. Seharusnya sebagai pembeli yang

beritikad baik maka PT. Excelcomindo Pratama, Tbk melakukan

pengecekan terlebih dahulu mengenai keadaan tanah yang akan dibeli.

Dengan demikian PT. Excelcomindo Pratama, Tbk hanya dapat menuntut

penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada Tuan Hengkie Soediono

selaku penjual.

3.1.3 Bahwa Putusan Peninjauan Kembali No. 278 PK / PDT / 2010, Mahkamah

Agung sudah benar dan tepat dalam penerapan hukumnya. Dalam Putusan

Kasasi No. 1917 K/Pdt/2008, Mahkamah Agung membatalkan Putusan

Pengadilan Negeri No. 05 / PDT.PLW / 2007 / PN. YK dan Pengadilan

Tinggi No. 59 / PDT / 2007 / PTY, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Negeri telah salah dalam menerapkan hukum. Dimana pada Pengadilan

Negeri Majelis Hakim menyatakan PT. Pratama Excelcomindo, Tbk sebagai

pembeli yang beritikad baik. Dengan alasan sita jaminan tidak pernah

dinyatakan sah dan berharga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

obyek jual beli tidak berada dalam Sita Jaminan. Bahwa jual beli dilakukan

pada saat dilakukan jual beli pada saat telah diberikan Putusan Kasasi oleh

Mahkamah Agung RI yang memenangkan Tuan Johanes Irwanto Putro
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sebagai pemilik yang sah atas kedua tanah tersebut. Maka disini terlihat

bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum. Dalam putusan

Kasasinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan

oleh PT. Excelcomindo Pratama, Tbk dan Tuan Hengkie Soediono adalah

tidak sah. Karena obyek sengketa masih dalam status sita jaminan

(Conservatoir Beslag) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Majelis

Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 34/PDT.G/1994/PN.Jak.Ut., yang

mana menurut peraturan berlaku seharusnya tanah yang berada dalam

keadaan sita tidak boleh diperjualbelikan, walaupun sita belum dinyatakan

sah dan berharga, namun jelas terhadap tanah tersebut sedang dalam

keadaan sengketa.

3.2 Saran

3.2.1 Bahwa PT. Excelcomindo Pratama, Tbk sebagai pembeli seharusnya

mengindahkan pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal

sita jaminan tersebut. Apabila diketahui perihal sita jaminan tersebut maka

seharusnya jangan dilakukan jual beli tersebut. Karena PT. Excelcomindo

Pratama, Tbk dianggap mengetahui adanya sita jaminan tersebut, maka

Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menganggap PT.

Excelcomindo Pratama, Tbk sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga

dalam amar putusan tidak diberikan perlindungan hukum.

3.2.2 Bahwa seharusnya antara Kantor Pertanahan Yogyakarta dengan Pengadilan

Negeri terdapat hubungan yang sinergis. Dimana Pengadilan Negeri Jakarta

Utara selaku pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sita jaminan telah

memberitahukan perihal sita jaminan tersebut kepada Pengadilan Negeri

Yogyakarta selaku Pengadilan yang menerima delegasi. Maka seharusnya

Pengadilan Negeri Yogyakarta memberitahukan perihal Sita Jaminan

tersebut kepada Kantor Pertanahan Yogyakarta, dan Kantor Pertanahan

Yogyakarta seharusnya mengindahkan perihal pendaftaran sita jaminan

tersebut. Hal demikian agar Kantor Pertanahan Yogyakarta lebih berhati-

hati dalam menerbitkan sertipikat dan menerima pendaftaran jual beli,
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sehingga mencegah pihak-pihak yang beritikad buruk untuk mengalihkan

tanah tersebut kepada pihak ketiga.

3.2.3 Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Yogyakarta dalam

memberikan putusannya juga memperhatikan putusan dari Pengadilan

Negeri Jakarta Utara. Bahwa sebenarnya telah terdapat putusan dari

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2218 K/PDT/1996 yang telah

memenangkan Tuan Johanes Irwanto Putro sebagai pihak yang berhak atas

tanah namun Majelis Hakim Pengadilan Yogyakarta justru memenangkan

PT. Excelcomindo Pratama, Tbk, sehingga Majelis Hakim Pengadilan

Yogyakarta telah salah dalam memberikan putusannya.
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